RENCANA STRATEGIS
( RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025-2029

[image: ]













BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PADANG PANJANG
[image: ][image: ]	
[image: ]	
TAHUN 2025
[image: ]
[image: ]III
Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

[bookmark: _Toc195089398][bookmark: _Toc195089359][bookmark: _Toc195089476][bookmark: _Toc195089437][bookmark: _Toc210079154]KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daera Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kota Padang Panjang dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Penyusunan dokumen Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penyusunan Rencana Strategis. Semoga dokumen
Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian
dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan
kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.
Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daera Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kota Padang Panjang dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.
Penyusunan dokumen Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen
Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian
dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan
kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.
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[bookmark: _Toc210079157]BAB I  
PENDAHULUAN
1.1 [bookmark: _Toc210079158]Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang yang berlandaskan pada RPJMD Kota Padang Panjang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.	
Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Padang Panjang berkaitan dengan urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat.
[bookmark: _Toc210079159]Dalam menyusun Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Padang Panjang.

1.2 Dasar Hukum Penyusun
Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan,  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 
11. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat ;
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538); 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220); 
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029; 
32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padanng Panjang Tahun 2010 Nomor 5); 
33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
34. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 
35. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045;
37. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2029.
1.3 [bookmark: _Toc210079160]Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : 
1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Padang Panjang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan. 
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.
Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 antara lain: 
1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kota Padang Panjang;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 [bookmark: _Toc210079161]Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB  I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS          PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangakat Daerah
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang dalam pemberian pelayanan (jika ada)
2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang (jika ada)
2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang (jika ada)

2.2 Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah.
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 
2.2.2 Isu Strategis 
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1  Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Sasaran
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1  Program, Kegiatan dan SubKegiatan Perangkat Daerah
4.2 Kinerja Penyelenggaan Bidang Urusan Perangkat Daerah
BAB V. PENUTUP
Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.
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2.1 [bookmark: _Toc210079164]Gambaran Pelayanan BPBD,KESBANGPOL
Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD Kesbangpol  Kota Padang Panjang dinyatakan sebagai berikut :
2.1.1 [bookmark: _Toc210079165]Tugas, Fungsi, dan Struktur BPBD,KESBANGPOL.
Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD Kesbangpol  Kota Padang Panjang dinyatakan sebagai berikut :
1. Kepala Badan 
Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi pada saat pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kesatuan  Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi:
Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana termasuk pemadaman kebakaran;
Pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana termasuk pemadaman kebakaran; 
Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Pelaksanaan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang
1.    Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPBD, Kesbangpol yang meliputi urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD Kesbangpol;
b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang meliputi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kehumasan, protokol, evaluasi, pelaporan dan peningkatan sumber daya manusia;
c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
d. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya; dan
e. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik.
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPBD Kesbangpol.   
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan kepustakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan. 
Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  adalah :
1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas, keprotokoleran, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan, penggandaan serta mendistribusikannya;
5. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang, mengusulkan pelelangan barang dan penghapusan barang di lingkungan BPBD, Kesbangpol;
6. Melaksanakan pengaturan bahan administrasi tanah, bangunan dan rumah dinas;
7. Menyiapkan bahan dan mengatur administrasi alat tulis kantor, penyaluran serta pemakaian dan penggunaan inventaris kantor dan kepustakaan BPBD Kesbangpol;
8. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;
9. Menyiapkan barang dan perlengkapan kantor;
10. Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan E-Government dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
11. Memelihara data kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai;
12. Menyiapkan bahan termasuk penilaian angka kredit tenaga fungsional dan meneliti usulan kenaikan pangkat, Gaji Berkala, Cuti dan pensiun PNSD;
13. Menyiapkan permintaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen;
14. Mengusulkan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara;
15. Membuat laporan mutasi barang;
16. Menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin PNSD dan pegawai honor;
17. Menyiapkan bahan usulan PNSD yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, diklat struktural dan fungsional;
18. Menyiapkan bahan PNSD dan pegawai honor yang ditempatkan dan akan pindah;
19. Melaksanakan dan melaporkan kehadiran PNSD dan pegawai honor dan apel;
20. Menyiapkan bahan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan BPBD, Kesbangpol;
21. Menyiapkan bahan usulan kesejahteraan PNSD dan pegawai honor;
22. Memfasilitasi perancangan produk hukum daerah di bidang Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol;
23. Memberikan pembinaan dan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
24. Menyiapkan bahan usulan untuk penghargaan / pemberian tanda kehormatan PNSD;
25. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan uji kelayakan penetapan unsur pengarah dari masyarakat;
26. Menyampaikan laporan PNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi dan sejenisnya ke Badan Kepegawaian Daerah secara berkala;
27. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
28. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

2) Sub Bagian Keuangan 
mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan adalah :
1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol serta memfasilitasi penyusunan rencana anggaran bidang dan Seksi-Seksi lainnya;
4. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja;
5. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja BPBD Kesbangpol;
6. Menyelenggarakan anggaran belanja BPBD Kesbangpol dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah ditetapkan;
7. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor PNSD dan pegawai honor (lembur, perjalanan dinas dan transpor serta kesejahteraan PNSD dan pegawai honor);
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara, pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;
9. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
10. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang.
3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing bidang, perencanaan, dokumentasi kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik, pembinaan pelaksanaan program, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pembuatan laporan.
Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan   Pelaporan: 
1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol serta memfasilitasi penyusunan rencana dan program kerja Seksi lainnya;
4. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi;
5. Menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik;
6. Mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi, mengkoor dinasikan, sinkronisasi dan analisis data serta menyiapkan bahan perumusan program rencana penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik pada masing-masing Bidang;
7. Mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi, mengkoor dinasikan, sinkronisasi dan analisis data serta membuat rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
8. Menghimpun usulan rencana kegiatan yang dilaksanakan BPBD, Kesbangpol;
9. Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidentil;
10. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik;
11. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik;
12. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Uraian Tugas Bidang dan Fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang
1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di  bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
a. Seksi Pencegahan;
b. Seksi Kesiapsiagaan.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang pencegahan pada prabencana, pemberdayaan masyarakat, menyusun perencanaan penanggulangan bencana, melakukan analisis resiko bencana, melakukan dan mengkoordinasikan penegakan rencana tata ruang untuk mengurangi resiko bencana serta melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi.
Uraian Tugas Seksi Pencegahan:
1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pencegahan berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Merumuskan penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
5. Melaksanakan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah, provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
6. Memantau dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di Daerah;
7. Merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah ;
8. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
9. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
· perencanaan penanggulangan bencana;
· pengurangan resiko bencana;
· pencegahan;
· pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
· persyaratan analisis resiko bencana; 
· penegakan rencana tata ruang;
· pendidikan dan pelatihan; dan
· persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
10. Menyusun perencanaan penanggulangan bencana melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi:
· pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; 
· pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
· analisis kemungkinan dampak bencana;
· pilihan tindakan pengurangan resiko bencana; 
· penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak   bencana; 
· alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
11. Meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana ditinjau   secara berkala dalam rangka mengurangi resiko bencana, yang meliputi;
· pengenalan dan pemantauan resiko bencana; 
· perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
· pengembangan budaya sadar bencana; 
· peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
· penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
12. Melakukan analisis resiko bencana yang disusun berdasarkan persyaratan analisis resiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis resiko bencana;
14. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
15. Melaksanakan kegiatan pencegahan yang meliputi : 
· identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
· kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
· pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;  
· pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
· penguatan ketahanan sosial masyarakat.  
16. Meninjau dan mengkoordinasikan secara berkala rencana penanggulangan bencana dalam hal perencanaan pembangunan; 
17. Melengkapi setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana; 
18. Melakukan dan mengkoordinasikan penegakan rencana tata ruang untuk mengurangi resiko bencana serta pengendalian pemanfaatan ruang yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang dan standar keselamatan;
19. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan secara berkala;
20. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
21. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya;
22. Memberikan mandat kepada Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana untuk   menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
23. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
24. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap  sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
25. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
Seksi Kesiapsiagaan, mempunyai tugas  membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, peringatan dini,  pemberdayaan masyarakat, informasi, bimbingan dan penyuluhan terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan deteksi dini serta menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat.
Uraian Tugas Seksi Kesiapsiagaan  adalah :
1.   Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2.   Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3.   Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesiapsiagaan berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4.   Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat secara adil dan setara;melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu melalui:
· penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
· pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
· penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
· pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi  tentang mekanisme tanggap darurat;
· penyiapan lokasi evakuasi;
· penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
5.   Menyediakan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
6.   Melaksanakan kegiatan peringatan dini yaitu melalui:
· pengamatan gejala bencana;
· analisis hasil pengamatan gejala bencana;
· pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
· penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
· pengambilan tindakan oleh masyarakat.
7.   Menyebarluaskan keputusan peringatan dini yang telah ditentukan, melalui lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya dengan mekanisme pengerahan sumberdaya sama dengan  saat tanggap darurat;
8.   Mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk  menyelamatkan    dan  melindungi masyarakat;
9.   Melaksanakan kegiatan mitigasi yaitu melalui:
· pelaksanaan penataan tata ruang;
· pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur,  tata      bangunan;
· penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;
10.   Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
11.   Menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan,dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana baik pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi;
12.   Menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang dalam hal pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan;
13.   Menerapkan aturan standar   teknis pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
14.   Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidangmitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
15.   Menginventarisir permasalahan daerah rawan gangguan rawan  bencana;
16.   Menyusun perencanaan dan pelaksanaan koordinasi tentang kegiatan pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat (TRANTIBMAS) bersama tokoh masyarakat dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana untuk mengurangi/memperkecil akibat bencana;
17.   Melakukan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir anggota Search And Rescue (SAR) dan Satlak PBP (Penanggulangan Bencana Pengungsian);
18.   Mengkoordinasikan masalah bencana dengan lembaga yang menangani di   tingkat provinsi dan pemerintah;
19.   Mengkoordinasikan pengerahaan potensi masyarakat dalam bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka penanggulangan bencana dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait;
20.   Menyiapkan, menginformasikan dan mensosialisasikan peta daerah/lokasi rawan bencana baik di tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan;
21.   Merencanakan dan melaksanakan peningkatan serta penguatan kapasitas struktur/lembaga penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;
22.   Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya;
23.   Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat di daerah serta memfasilitasi pembentukan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat;
24.   Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan   tugas;
25.   Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
2. Bidang Kedaruratan dan Logistik  
Bidang Kedaruratan dan Logistik  mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
Untuk menyelenggarakan tugas  Bidang Kedaruratan dan Logistik    mempunyai fungsi :
1.   Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada  saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
2.   Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungaan logistik;
3.   Komando penanganan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
4.   Pelaksanaan hubungan kerja dibidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
5.   Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungaan logistik.
Bidang Kedaruratan dan Logistik  terdiri dari :
a. Seksi Kedaruratan; dan
b. Seksi Logistik.
Masing-masing Seksi  dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam    melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
Seksi Kedaruratan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi serta aksi penyelamatan terhadap korban dan kerugian akibat bencana.
Uraian Tugas Seksi Kedaruratan  adalah:
1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kedaruratan terhadap terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kedaruratan terhadap terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kedaruratan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
5. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
6. Menginventarisasi para pengungsi;
7. Menyiapkan rencana penampungan korban bencana/pengungsi;
8. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
9. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat danpenanganan pengungsi;
10. Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:
· pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
· penentuan status keadaan darurat bencana;
· penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
· pemenuhan kebutuhan dasar;
· perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
· pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
11. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat untuk mengidentifikasi: 
· cakupan lokasi bencana;
· jumlah korban;
· kerusakan prasarana dan sarana; 
· gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
· kemampuan sumber daya alam maupun buatan
12. Menyelenggarakan kemudahan akses dalam hal status keadaan darurat bencana yang ditetapkan, meliputi: 
· pengerahan sumber daya manusia;
· pengerahan peralatan;
· pengerahan logistik;
· imigrasi, cukai, dan karantina; 
· perizinan; 
· pengadaan barang/jasa;
· pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
· penyelamatan; dan
· komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
13. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban dengan memberikan pelayanan  kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya: 
· pencarian dan penyelamatan korban;
· pertolongan darurat; dan/atau
· evakuasi korban.
14. Menyusun mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana sesuai peraturan perundang-undangan;
15. Menyusun rencana operasi tanggap  darurat bencana oleh Komandan penanganan darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya;
16. Mengelola pemenuhan kebutuhan dasar meliputi penyediaan bantuan:
· kebutuhan air bersih dan sanitasi;
· pangan;
· sandang;
· pelayanan kesehatan;
· pelayanan psikososial; dan
· penampungan dan tempat hunian.
17. Melakukan penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar;
18. Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial, yang terdiri atas:
· bayi, balita, dan anak-anak;
· ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
· penyandang cacat; dan
· orang lanjut usia.
19. Memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana dalam rangka pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
20. Menyiapkan dan mengoperasionalkan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS);
21. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang mitigasi dan penanggulangan bencana serta penangan pengungsi;
22. Mengkoordinasikan masalah bencana dengan lembaga yang menangani di tingkat provinsi;
23. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan serta penguatan kapasitas struktur/lembaga penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;
24. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
25. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap  sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
26. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
Seksi Logistik, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana melalui dukungan logistik serta aksi penyelamatan terhadap korban dan kerugian akibat bencana.


Uraian Tugas Seksi Logistik  adalah:
1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan logistik sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan logistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Logistik berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana melalui dukungan logistik;
5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana melalui dukungan logistik;
6. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dalam hal pengelolaan logistik;
7. Melakukan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang di Daerah;
8. Mengendalikan pengumpulan  dan penyaluran uang dan barang;
9. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Mengelola sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional;
11. Menyusun mekanisme dan perizinan pengelolaan sumber daya bantuan baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun logislik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Menyusun mekanisme pengadaan barang/jasa pada saat keadaan darurat bencana;
13. Menyusun mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang pada sesuai kondisi kedaruratan bencana;
14. Meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan  sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana sesuai kebutuhan pada saat keadaan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya;
15. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
16. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
17. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap  sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
18. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana.
Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan pada pasca bencana;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana.
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
a. Seksi Rehabilitasi;
b. Seksi Rekonstruksi;
Masing-masing Seksi  dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, rehabilitasi mental dan fisik korban bencana, menyusun dokumen perencanaan teknis rehabilitasi.
Uraian Tugas Seksi Rehabilitasi adalah:
1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Rehabilitasi berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
5. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana;
7. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup rehabilitasi secara adil dan setara melalui kegiatan:
1. perbaikan lingkungan daerah bencana;
1. perbaikan prasarana dan sarana umum;
1. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
1. pemulihan sosial psikologis;
1. pelayanan kesehatan;
1. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
1. pemulihan sosial ekonomi budaya;
1. pemulihan keamanan dan ketertiban;
1. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
1. pemulihan fungsi pelayanan publik.
8. Menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana  dengan memperhatikan aspirasi masyarakat untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
9. Melakukan penyusunan rencana rehabilitasi, dengan memperhatikan:
0. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
0. kondisi sosial;
0. adat istiadat;
0. budaya; dan
0. ekonomi.
10. Melakukan perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan yang mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung;
11. Melakukan perbaikan lingkungan kawasan harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari intansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana;
12. Melakukan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatanyang ingin diwujudkan;
13. Menyusun perencanaan teknis yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat dan standar konstruksi  bangunan yang disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait;
14. Menyusun perencanaan teknis perbaikan lingkungan yang memuat:
0. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
0. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana,dan perkiraan kerugian;
0. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
0. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada pointer-pointer diatas;
0. rencana program dan kegiatan;
0. gambar desain;
0. rencana anggaran;
0. jadwal kegiatan; dan
0. pedoman rehabilitasi.


15. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum yang didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat yang mencakup;
0. perbaikan infrastuktur; dan 
0. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
16. Menyusun dokumen rencana teknis melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan yang memenuhi ketentuan;
0. persyaratan keselamatan;
0. persyaratan sistem sanitasi;
0. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
0. persyaratan standar teknis konstruksi jalan,jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
17. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau  Pemerintah daerah;
18. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau  Pemerintah daerah;
19. Menyelenggarakan  pemberian   bantuan   perbaikan   rumah  masyarakat   berupa bahan   material,   komponen  rumah   atau    uang    yang    besarnya    ditetapkan berdasarkan  hasil  verifikasi  dan  evaluasi  tingkat kerusakan rumah yang dialami yang diberikan dengan pola  pemberdayaan  masyarakat  dengan  memperhatikan karakter   daerah  dan   budaya   masyarakat,   yang  mekanisme  pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD Kesbangpol;
20. Menyelenggarakan perbaikan rumah masyarakat yang mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait;
22. Melakukan dan mengkoordinasikan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi 
23. sebelum bencana melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa;
0. bantuan konseling dan konsultasi keluarga
0. pendampingan pemulihan trauma; dan
0. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
24. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD Kesbangpol yang dilakukan melalui upaya-upaya:
0. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
0. menyediakan obat-obatan;
0. menyediakan peralatan kesehatan;
0. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
0. merujuk ke rumah sakit terdekat.
25. Membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
0. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
0. menyediakan obat-obatan;
0. menyediakan peralatan kesehatan;
0. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
0. merujuk ke rumah sakit terdekat.
24.	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
25.  Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan;
26.  Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
0. layanan advokasi dan konseling
0. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
0. pelatihan.
27. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban melalui upaya:
0. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
0. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; 
0. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan  ketertiban.
28. Melaksanakan dan mengkooodinasikan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan melalui upaya:
· mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
· penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
· konsolidasi para petugas pemerintahan;
· pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
· pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
29.	Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya :
· rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
· mengaktifkan kembali fungsi pelayanan public pada instansi/lembaga terkait; dan
· pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
30. Memproses administrasi korban bencana dalam hal pengembalian ke daerah asal, mengirim ke lokasi asal dan mencarikan lapangan kerja;
31. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
32. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap  sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
33. Mengevaluasi pelaksanaan pergerakan sumber daya dalam rangka rehabilitasi, alokasi dan rekonstruksi akibat bencana serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatannya;
34. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
35. Melakukan pemantauan, evaluasi dan anlisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
36. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
37. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Penanggulangan bencana pada pasca bencana, relokasi dan rekonstruksi aksi akibat bencana.
Uraian Tugas Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rekonstruksi bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan rekonstruksi bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Rekonstruksi berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol; 
4. Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana dibidang rekonstruksi;
5. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana dibidang rekonstruksi;
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana serta pelaksanaan dan rekonstruksi akibat bencana;
7. Menyusun pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup rekonstruksi secara adil dan setara;
8. Menyelenggarakan kegiatan rekonstruksi melalui kegiatan 
· pembangunan yang lebih baik, meliputi:
· pembangunan kembali prasarana dan sarana;
· pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
· pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
· penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
· partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; 
· peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
· peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
· peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
9. Menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada  wilayah pasca bencana, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana;
10. Melaksanakan dan mengkoordinasikann kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan memperhatikan rencana tata ruang, yang memuat;
· rencana struktur ruang wilayah;
· rencana pola ruang wilayah;
· rencana pola ruang wilayah;
· penetapan kawasan
· arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
· arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
11. Melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana, sosial masyarakat berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi masyarakat daerah bencana;
12. Menyusun perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan melalui survei, investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam, yang berisikan:
· rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
· rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana  -     sesuai dengan rencana induk;
· rencana kerja dan anggaran;
· dokumen pelaksanaan;
· dokumen kerjasama dengan pihak lain; dan
· dokumen pengadaan barang dan jasa sesuaidengan     ketentuan peraturan perundangan
13. Melaksanakan ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan  menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan;
14. Menyusun perencanaan teknis yang memenuhi ketentuan teknis mengenai standar teknik konstruksi bangunan, penetapan kawasan, arahan pemanfaatan ruang, yang meliputi;
· rencana rinci pembangunan sarana pendidikan,kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa;
· dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
· rencana kerja;
· dokumen kerjasama dengan pihak lain;
· dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
· ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.
15. Melaksanakan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sesuai dengan tingkatan bencana;
16. Melakukan upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
· menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
· mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
· penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; 
· mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana;
· melakukan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana ditujukan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana dan mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana yang dilakukan dengan.
17. Melakukan upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
· mengembangkan rancang bangun  hasil penelitian dan pengembangan;
· menyesuaikan dengan tata ruang;
· memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
· memperhatikan kearifan lokal; dan
· menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
18. Melakukan penataan daerah rawan bencana sebagaimana dilakukan melalui upaya:
· melakukan kampanye peduli bencana;
· mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha; dan
· mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
19. Melakukan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik melalui upaya:
· pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
· pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
· mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
20. Melakukan penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik melalui upaya:
· penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
· pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
21. Melakukan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan/atau BPBD dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan nasional dan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
22. Menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pengarah yang digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD, Kesbangpol;
23. Mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pengarah dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
24. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
25. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap  sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 
26. Mengevaluasi pelaksanaan pergerakan sumber daya dalam rangka rekonstruksi akibat bencana;
27. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
28. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
29. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD, Kesbangpol dibidang kesatuan bangsa dan politik.
Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
· penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program hubungan antar lembaga; dan
· penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. 
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
1. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; dan 
2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan program kesatuan bangsa dan politik dalam arti melaksanakan koordinasi, evaluasi dan monitoring, bimbingan, kajian, analisa dan fasilitasi di bidang peningkatan pemahaman kesatuan bangsa, mengumpulkan informasi dan mendeteksi dini terhadap masalah sosial politik, dan budaya dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa, memediasi dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran ideologi politik, ketahanan bangsa dan ekonomi, demokratisasi dan sosial budaya,  peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, pemberdayaan aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik, kerukunan hidup antar golongan, etnis, suku dan umat beragama dan pengawasan, pemantauan dan penelitian terhadap orang dan lembaga asing.
Uraian Tugas Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:
1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Hubungan Antar Lembaga berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol; 
4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
5. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta memelihara data-data kepengurusan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
6. Memfasilitasi pembentukan lembaga pelaksanan Pemilu;
7. Menghimpun dan memelihara data-data anggota DPRD hasil Pemilihan Umum dan memproses serta meneliti berkas-berkas pengganti antar waktu DPRD;
8. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas infra struktur dan supra struktur;
9. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat (ormas) dan LSM serta memfasilitasi penanganan permasalahan dan konflik antar Ormas dan LSM;
10. Memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama dengan tokoh/pemuka masyarakat dalam rangka penanggulangan daerah rawan politik;
11. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang ketahanan bangsa dan ekonomi;
12. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan situasi sosial budaya khususnya dalam rangka memelihara stabilitas politik di Daerah;
13. Menghimpun dan memelihara data menyangkut kegiatan demokratisasi dan sosial budaya;
14. Melaksanakan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat melalui ceramah, sosialisasi, penyuluhan, penataran dan melalui kerjasama dengan instansi terkait;
15. Melaksanakan kegiatan peningkatan bela negara;
16. Melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan Pejabat dan Instansi Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri ke Kota Padang Panjang;
17. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Uraian Tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga
Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja;
1. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta memelihara data-data kepengurusan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
4. Memfasilitasi pembentukan lembaga pelaksanan Pemilu;
5. Menghimpun dan memelihara data-data anggota DPRD hasil Pemilihan Umum dan memproses serta meneliti berkas-berkas pengganti antar waktu DPRD;
6. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas infra struktur dan supra struktur;
7. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta memfasilitasi penanganan permasalahan dan konflik antar Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
8. Mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar bagi ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Meneruskan proses pengajuan Pengganti Antar Waktu DPRD ke Provinsi dan Pusat;
10. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif;
11. Mengikuti rapat, sidang dan pertemuan yang berkaitan dengan peningkatan hubungan antar lembaga dan yang berkaitan dengan masalah-masalah krusial di Daerah;
12. Melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan Pejabat dan Instansi Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri ke Daerah;
13. Mengeluarkan rekomendasi kegiatan bagi Ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  dalam rangka pengurusan izin pada instansi yang berwenang;
14. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga penyelenggaraan Pemilu dan instansi terkait lainnya dalam rangka memfasilitasi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu;
15. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Pimpinan atau Pengurus Ormas/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  serta instansi terkait dalam rangka memproses data dan informasi tentang aspirasi yang berkembang dalam masyarakat;
16. Menghimpun dan mengolah data hasil Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA);
17. Memfasilitasi pelaksanaan DESK Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA) dalam rangka mempersiapkan dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada;
18. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD Kesbangpol dibantu oleh Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops). Satuan Tugas  dibantu oleh unsur satuan tugas lain, yang terdiri dari: 
1. Search And Rescue (SAR);
2. Palang Merah Indonesia (PMI);
3. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI);
4. Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
5. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kecamatan; dan
6. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kelurahan.
Kepala Badan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Keputusan Kepala Badan. Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi  termasuk Tim Reaksi Cepat (TRC) mempunyai tugas membantu Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tanggap darurat, sejak kaji cepat, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan, menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana, mitigasi, pencegahan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
Uraian Tugas Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) adalah:
1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penanggulangan bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Melakukan pemetaan dan assesment permasalahan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat;
4. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penanganan kelompok rentan;
5. Menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana, mitigasi, pencegahan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. Menyampaikan pelayanan informasi yang akurat kepada masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan pada saat bencana, dan pasca bencana;
7. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
C. Stuktur Organisasi
Stuktur Organisasi Badan penanggulangan bencana daerah kesbangpol berdasarkan peraturan daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 tahun 2010 tentang kedudukan,susunan organisasi ,tugas dan  fungsi Badan penanggulangan bencana daerah kesbangpol terdiri dari :
1. Kepala 
2. Sekretaris 
a. Subag Umum dan kepegawaian
b. Subag keuangan
c. Subang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan
a. Seksi pencegahan
b. Seksi kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan logistik
a. Seksi Kedaruratan
b. Seksi Logistik
5. Bidang Rehabilitasi dan rekontruksi
a. Seksi Rehabilitasi
b. Seksi Rekonstruksi
6. Bidang kesatuan bangsa dan politik
a. Seksi Kesbangpol Dalam Negeri
b. Seksi Hubungan Antar Lembaga
7. Kelompok Jabatan fungsional
Sesuai peraturan daerah no 21 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2023 mempunyai struktur sebagai berikut :







[bookmark: _Toc209976691]Gambar 2. 1
STRUKTUR ORGANISASASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PADANG PANJANG 
2.1.2 [bookmark: _Toc210079166]Sumber Daya BPBD,KESBANGPOL
Pelaksanaan fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang. 
[bookmark: _Toc195089374][bookmark: _Toc195089413][bookmark: _Toc195089452][bookmark: _Toc195089491][bookmark: _Toc208823792]Kondisi Kepegawaian BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang
Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang sesuai struktur organisasi terdiri dari Sumber daya manusia yang merupakan Personalia di Badan Penangulangan Bancana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS),Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK), tenaga Harian Lepas (THL)  jumlah porsonil yang ada sebanyak  59  orang dengan rincian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 28 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) 5 Orang, Tenaga Harian Lepas (THL) 22 orang,yang terdiri dari: 
[bookmark: _Toc209976612][bookmark: _Toc210142041]Tabel 2. 1 Komposisi SDM berdasarkan Jabatan
	No
	Jabatan
	Jumlah (orang)
	Keterangan

	1
	Eselon II
	1
	

	2
	Eselon IIIa
	1
	Pelaksana Tugas 1 orang

	3
	IIIb
	4
	

	4
	Eselon IVa
	10
	

	5
	Staf/Non Eselon
	11
	13 Orang

	6
	PPPK
	7
	

	7
	THL
	22
	

	
	Jumlah
	54
	


Sumber: BPBD Kesbangpol Tahun 2025
	Sumber daya manusia yang merupakan Personalia di Badan Penangulangan Bancana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS),Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK), tenaga Harian Lepas (THL)  jumlah porsonil yang ada sebanyak  54  orang dengan rincian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 27 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) 5 Orang, Tenaga Harian Lepas (THL) 22 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:
[bookmark: _Toc209976613][bookmark: _Toc210142042]Tabel 2. 2 Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Jabatan
	Jumlah (orang)
	Keterangan

	1
	Sarjana S-2
	4
	

	2
	Sarjana S-1
	17
	

	3
	Diploma -3
	6
	

	4
	SLTA
	26
	

	5
	SLTP 
	1
	

	6
	SD
	-
	

	
	Jumlah
	54
	


Sumber: BPBD Kesbangpol Tahun 2025
[bookmark: _Toc208823793]Kondisi Sarana Prasarana BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut: 
[bookmark: _heading=h.z337ya][bookmark: _Toc207272254][bookmark: _Toc209976614][bookmark: _Toc210142043]Tabel 2. 3 Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)
	No.
	Nama Barang
	Jumlah Asset yang dimiliki
	Keterangan
	Jumlah asset yang tidak terpakai
	Keterangan

	
	
	Unit
	Rp.
	
	Unit
	Rp.
	

	1
	A.C. Split
	1
	5.950.000
	
	
	
	

	2
	Alat kantor lannya
	21
	46.869.750
	
	
	
	

	3
	alat komunikasi telephone lainnya
	
	
	
	1
	1.980.000
	Rusak Berat

	4
	Alat Pemadam Kebakaran lainnya
	2
	2.530.000
	
	3
	3.795.000
	

	5
	Alat Pemadam/Portable (dst)
	21
	112.931.000
	
	
	
	

	6
	Alat Pembantu Kebakaran
	5
	204.309.060
	
	
	
	

	7
	Alat Penghancur Kertas
	1
	5.000.000
	
	
	
	

	8
	Alat Penjernih Air
	1
	49.527.500
	Hibah
	
	
	

	9
	Alat Rumah Tangga Lain-lain
	6
	47.184.400
	
	1
	950.000
	Rusak Berat

	10
	APAR Tabung Pemadam
	8
	6.000.000
	
	
	
	

	11
	Auto Stop, alat kedokteran gawat darurat lainnya
	1
	2.600.000
	
	
	
	

	12
	Auto Stop, Alat Pembantu Kebakaran
	2
	3.560.000
	
	
	
	

	13
	Auto Stop, alat penolong lainnya
	1
	1.800.000
	
	
	
	

	14
	Baju Tahan Panas Pemadam Kebakaran
	4
	88.843.750
	
	
	
	

	15
	Bemo
	2
	14.000.000
	
	
	
	

	16
	Box Snekel
	1
	1.500.000
	
	
	
	

	17
	Brandkas
	1
	2.500.000
	
	
	
	

	18
	Buffet Kaca
	2
	14.000.000
	
	
	
	

	19
	Camera Electronic
	1
	9.400.000
	
	1
	7.370.000
	

	20
	Camera Film
	
	
	
	1
	4.000.000
	Rusak Berat

	21
	Camera Video
	1
	11.300.220
	
	1
	3.800.000
	Rusak Berat

	22
	CCTV, alat keamanan   lainnya
	1
	27.300.000
	
	
	
	

	23
	CCTV, peralatan studio audio lainnya
	4
	1.600.000
	
	
	
	

	24
	Concreta Mixer/Penumbuk Beton
	1
	1.309.000
	Hibah
	
	
	

	25
	Cottofsow / Mesin Potong, Alat Pembantu Kebakaran
	1
	58.226.000
	
	
	
	

	26
	Crol, Alat Pembantu Kebakaran
	1
	1.280.000
	
	
	
	

	27
	Facsimile
	1
	2.450.000
	
	
	
	

	28
	Filing Cabinet Besi
	12
	23.010.000
	
	1
	2.000.000
	Rusak Berat

	29
	Film Projector
	
	
	
	1
	1.780.000
	Rusak Berat

	30
	Full Body Hernes
	2
	2.850.000
	
	
	
	

	31
	Generator Set (Lab Scale)
	1
	34.800.000
	
	
	
	

	32
	Genset
	3
	37.650.000
	
	
	
	

	33
	Gergaji Chain Saw
	8
	47.360.000
	
	
	
	

	34
	Gergaji Chain Saw
	15
	25.399.580
	Hibah
	
	
	

	35
	Gordyin/Kray
	7
	71.700.000
	
	
	
	

	36
	GPS Map
	1
	5.794.490
	
	
	
	

	37
	Handy Cam
	
	
	
	1
	8.729.170
	Rusak Berat

	38
	Handy Talky (HT)
	19
	32.097.860
	
	11
	26.172.140
	Rusak Berat

	39
	Hard Disk
	1
	
	
	1
	2.000.000
	Rusak Berat

	40
	Hardness Test Machine
	1
	950.000
	
	
	
	

	41
	Helmet
	25
	19.500.000
	
	
	
	

	42
	Infokus
	1
	12.950.000
	
	
	
	

	43
	Karpet
	81
	35.600.000
	
	
	
	

	44
	Kasur/Spring Bed
	26
	28.600.000
	
	
	
	

	45
	Kendaraaan roda 6
	1
	410.000.000
	Hibah
	
	
	

	46
	Kendaraaan roda 2
	12
	167.992.000
	
	
	
	

	47
	Kendaraan roda 4 Jeep
	1
	480.271.000
	Hibah
	
	
	

	48
	Kendaraan roda 4
	6
	1.549.400.010
	
	
	
	

	49
	Kompor Gas (Alat Dapur)
	1
	852.000
	
	
	
	

	50
	Komputer Jaringan lainnya
	3
	38.031.500
	
	
	
	

	51
	Komputer Unit Lainnya
	2
	4.171.860
	
	
	
	

	52
	Kursi dan Meja 1 set  Kerja Pejabat Eselon II
	1
	12.200.000
	
	
	
	

	53
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III
	5
	18.040.000
	
	
	
	

	54
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
	17
	24.299.500
	
	3
	4.332.530
	Rusak Berat

	55
	Kursi Putar
	11
	15.264.000
	
	6
	6.420.000
	Rusak Berat

	56
	Kursi Rapat
	4
	15.603.840
	
	2
	15.271.850
	Rusak Berat

	57
	Lampu panel surya
	1
	21.978.000
	Hibah
	
	
	

	58
	Lampu sorot Petak
	1
	3.000.000
	Hibah
	
	
	

	59
	Lap Top
	10
	122.300.000
	
	1
	12.500.000
	Rusak Berat

	60
	Layar Film/ Projector
	3
	26.420.000
	
	1
	21.000.000
	Rusak Berat

	61
	Lemari Besi/Metal
	2
	3.700.000
	
	
	
	

	62
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis
	3
	10.200.000
	
	
	
	

	63
	Lemari Kayu
	10
	29.045.000
	
	
	
	

	64
	Lensa Kamera
	1
	21.392.000
	
	
	
	

	65
	Light tower portable
	3
	1.290.000.000
	Hibah
	
	
	

	66
	Lighting Mechanic
	3
	157.740.000
	Hibah
	
	
	

	67
	Loudspeaker
	1
	7.400.000
	
	
	
	

	68
	Marco Cender, alat penolong lainnya
	2
	2.650.000
	
	
	
	

	69
	Meja 1/2 Biro
	12
	50.641.820
	
	4
	5.493.930
	

	70
	Meja Kerja Kayu
	1
	2.500.000
	
	
	
	

	71
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV
	1
	3.800.000
	
	
	
	

	72
	Meja Pimpong, Alat Tenis Meja
	1
	2.500.000
	
	
	
	

	73
	Meja Rapat
	18
	27.895.000
	
	12
	16.800.000
	Rusak Berat

	74
	Meja Tambahan
	5
	19.963.320
	
	
	
	

	75
	Mesin Absensi
	2
	6.784.700
	
	2
	4.617.690
	Rusak Berat

	76
	Mesin Bor Tangan
	2
	3.140.000
	
	
	
	

	77
	Mesin Cuci
	1
	10.600.000
	
	
	
	

	78
	Mesin Gergaji
	7
	31.000.000
	
	
	
	

	79
	Mesin Gerinda Tangan
	2
	1.640.000
	
	
	
	

	80
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)
	1
	
	
	1
	1.215.000
	Rusak Berat

	81
	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)
	1
	2.927.050
	
	
	
	

	82
	Mesin Kompresor
	4
	6.200.000
	
	
	
	

	83
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner
	1
	1.655.000
	
	
	
	

	84
	Meubeleur lainnya
	25
	31.250.000
	
	
	
	

	85
	Microphone
	2
	3.450.000
	
	
	
	

	86
	Microphone Table Stand
	8
	7.900.000
	
	
	
	

	87
	Microphone/Wireless MIC
	1
	4.000.000
	
	
	
	

	88
	Mikro Sender, Alat Pembantu Kebakaran
	1
	1.135.000
	
	
	
	

	89
	Note Book
	5
	48.505.000
	
	2
	14.554.530
	

	90
	P.C Unit
	17
	158.299.460
	
	1
	8.486.480
	

	91
	Papan Nama Instansi
	1
	1.500.000
	
	
	
	

	92
	Papan Pengumuman
	1
	4.000.000
	
	
	
	

	93
	Papan Visual/Papan Nama
	
	
	
	1
	5.200.000
	

	94
	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)
	2
	165.715.000
	Hibah
	1
	38.654.000
	Hibah, Rusak Berat

	95
	peralatan antena uhf lainnya (dst)
	1
	3.000.000
	
	
	
	

	96
	peralatan mainframe lainnya
	3
	14.448.000
	
	
	
	

	97
	peralatan pemancar vhf/fm lainnya
	1
	3.500.000
	
	
	
	

	98
	perkakas bengkel listrik lainnya
	2
	6.250.000
	
	
	
	

	99
	Perkakas Pengecatan Kendaraan
	1
	92.500.000
	
	
	
	

	100
	Pesawat Telephone
	1
	
	
	1
	16.500.000
	Rusak Berat

	101
	pompa alkon
	5
	572.500.000
	Hibah
	
	
	

	102
	Portable Generating Set
	8
	67.600.000
	Hibah
	
	
	

	103
	Printer (Peralatan Personal Komputer)
	16
	45.604.000
	
	8
	15.049.560
	Rusak Berat

	104
	Professional Sound System
	1
	11.523.200
	
	
	
	

	105
	Pulay DouBle, alat penolong lainnya
	2
	2.400.000
	
	
	
	

	106
	rambu bersuar lainnya
	1
	12.361.150
	
	
	
	

	107
	Rambu Jalan
	1
	49.565.000
	
	
	
	

	108
	rambu tidak bersuar lainnya
	2
	49.000.000
	
	
	
	

	109
	Rambu-rambu Peringatan
	3
	30.000.000
	
	
	
	

	110
	Repiter, alat komunikasi radio vhf lainnya
	1
	39.694.000
	
	
	
	

	111
	RIG, alat komunikasi telephone lainnya
	1
	6.572.500
	Hibah
	
	
	

	112
	Router
	1
	3.873.100
	
	
	
	

	113
	Scanner
	
	
	
	1
	2.500.000
	Rusak Berat

	114
	Senter Rescue Alat Pemadam Kebakaran lainnya
	1
	23.705.000
	Hibah
	
	
	

	115
	Sepatu Safeti Pemadam KEBAKARAN
	10
	7.500.000
	
	
	
	

	116
	Sinsaw Besar
	3
	14.991.000
	
	2
	9.994.000
	Rusak Berat

	117
	Slinger
	1
	4.750.000
	
	
	
	

	118
	Sofa
	2
	20.750.000
	
	
	
	

	119
	Sound System
	1
	18.645.000
	
	
	
	

	120
	SSB, alat komunikasi telephone lainnya
	1
	18.975.000
	Hibah
	
	
	

	121
	Tandu Basket
	2
	10.100.000
	
	
	
	

	122
	Tandu lipat
	1
	1.400.000
	
	
	
	

	123
	Tandu Skop
	1
	2.600.000
	
	
	
	

	124
	Tangga Aluminium
	3
	12.050.000
	
	
	
	

	125
	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)
	46
	611.689.650
	
	
	
	

	126
	Televisi
	5
	51.297.210
	
	
	
	

	127
	Tenda
	2
	42.647.210
	
	
	
	

	128
	Tenda
	80
	1.399.044.000
	Hibah
	
	
	

	129
	Tool Kit Box
	10
	18.150.000
	Hibah
	
	
	

	130
	Tool Kit Set
	1
	3.465.000
	
	
	
	

	131
	Unit Pemancar MF/MW Portable
	1
	2.500.000
	
	
	
	

	132
	Unit Power Supply
	2
	4.679.170
	
	
	
	

	133
	Unit Tranceiver FM
	
	
	
	2
	5.400.000
	Rusak Berat

	134
	Unit Tranceiver Ssb Portable
	
	
	
	1
	5.000.000
	Rusak Berat

	135
	Unit Tranceiver VHF Transportable
	1
	8.000.000
	
	
	
	

	136
	Velbed, Alat Kantor Lainnya
	19
	15.908.408
	
	1
	1.459.490
	Rusak Berat

	137
	Veld Bed, Alat sar lainnya lainnya
	70
	84.490.000
	Hibah
	
	
	

	138
	Video Mixer
	1
	4.950.000
	
	
	
	

	139
	Video Printer
	
	
	
	2
	2.677.470
	Rusak Berat

	140
	Voice Recorder
	1
	2.500.000
	
	
	
	

	141
	White Board
	9
	9.717.840
	
	
	
	

	142
	Wireless
	1
	7.684.000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T o t a l
	
	9.541.764.108
	
	
	275.702.840
	


Sumber: BPBD Kesbangpol
Secara umum seluruh aset yang ada di BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang termanfaatkan dengan baik dan nilai aset terbesar terkonsentrasi pada kendaraan, peralatan kebencanaan, perangkat audio-visual, dan peralatan sandi
2.1.3 [bookmark: _Toc210079167]Kinerja Pelayanan BPBD,KESBANGPOL
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang yang diatur dalam Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


[bookmark: _Toc209976615][bookmark: _Toc210142044]Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Pelayanan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024
	No
	Indikator Kinerja
	Target NSPK
	IKK
	Target Indikator Lainnya
	Target Renstra Perangat Daerah
Tahun
	Realisasi Capaian
Tahun
	Rasio Capaian
Tahun

	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
	
	%
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	100
	100
	100
	100

	2
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	
	%
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Persentase penanganan bencana yang tertangani sesuai SOP
	
	%
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Respontime tanggap darurat
	
	menit
	
	8
	7
	6
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	8
	7
	6
	5
	5









[bookmark: _Toc210079168]Berdasarkan tabel di atas Kinerja urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dibidang kebencanaan secara umum bergerak ke arah yang lebih baik. untuk indikator layanan informasi rawan bencana belum maksimal, Hal ini disebabkan belum terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat di kawasan rawan bencana. Pelaksanaan sosialisasi mitigasi bencana masih di tingkat kota dan pelayanan layanan informasi rawan bencana seperti rambu-rambu bencana, brosur dan leaflet kebencanaan belum maksimal. Hal ini tentunya perlu disikapi dengan optimal melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di kawasan rawan bencana. Sedangkan penanganan bencana yang tertangani serta respontime tanggap darurat sudah sesuai dengan standar target yang ditetapkan.
atas indikator kinerja terhadap pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bergerak ke arah lebih baik, karena adanya program kegiatan khusus untuk peningkatan pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Namun peningkatan pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan belum mencakup seluruh aspek lapisan masyarakat masih sebatas siswa yang terlibat dalam kegiatan Paskibraka. Hal ini tentunya perlu disikapi dengan lebih optimal melalui program kegiatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat serta adanya program- program lanjutan guna untuk mendukung tercapainya target indikator kinerja terhadap pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Indikator kinerja peningkatan stabilitas daerah berjalan dengan baik dikarenakan terlaksananya koordinasi antara stakeholder para pemangku kepentingan. Hal ini tentunya harus dipertahankan agar stabilitas daerah di Kota Padang Panjang tetap terjaga dengan baik. Indikator kinerja persentase konflik yang tertangani berjalan dengan baik, dikarenakan terlaksananya koordinasi antara stakeholder dan berfungsinya komunitas intelijen di daerah sehingga potensi konflik dapat diminimalisir. Hal ini tentunya harus dipertahankan guna untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di daerah Kota Padang Panjang.
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan BPBD,KESBANGPOL
Kelompok sasaran pelayanan BPBD Kesbangpol meliputi Pemerintah Daerah dan instansi terkait, Masyarakat Umum, Korban bencana, relawan dan organisasi kebencanaan, serta dunia usaha, sekolah dan lembaga pendidikan, Ormas, Parpol,Tokoh Masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Secara lebih rinci kelompok sasaran layanan BPBD Kesbangpol dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut

[bookmark: _Toc151057661][bookmark: _Toc142643215][bookmark: _Toc209976616][bookmark: _Toc210142045]Tabel 2. 5 Kelompok Sasaran Layanan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang
	No
	Bidang
	Jenis Layanan
	Kelompok Sasaran

	1.
	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
	Jenis layanan berupa sosialisasi Mitigasi bencana 
	Seluruh Instansi Pemerintah dan Swasta, Rumah Sakit dan Puskesmas, Sekolah dan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.

	
	
	Plang Informasi rambu-rambu jalur evakuasi 
	Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana

	
	
	Dokumen kebencanaan
	Seluruh OPD, akademisi, DPRD dunia usaha, dan stakeholder lainnya

	
	
	Pelatihan kesiapsiagaan Penanggulangan bencana  
	KSB  ( Kelompok siaga Bencana) di Kelurahan Kota Padang Panjang

	2.
	Bidang Kedaruratan dan Logistik
	Penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi korban
	Masyarakat yang terdampak bencana

	
	
	Pendirian posko tanggap darurat
	OPD, instansi vertical, organisasi kebencanaan, dan masyarakat.

	
	
	Penyampaian informasi status darurat bencana kepada masyarakat
	OPD, instansi vertical, organisasi kebencanaan, dan masyarakat

	
	
	Pemantauan analisis cepat, dan laporan situasi
	OPD, instansi vertical

	
	
	Penyediaan kebutuhan dasar korban bencana (pangan, sandang, airbersih, tenda, dll)
	Masyarakat yang terdampak bencana

	3.
	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Pemulihan kondisi wilayah dan masyarakat setelah darurat bencana, baik berupa pemulihan sarana dan prasaraan umum, pelayanan kesehatan dan psikososial bagi korban bencana, pemulihan fungsi pemerintahan, pemulihan sosisal ekonomi dan perbaikan rumah warga yang rusak akibat bencana
	OPD, Instansi, masyarakat dan swasta lainnya

	
	
	Pembangunan kembali secara permanen dengan memperhatikan aspek ketahanan bencana berupa pembangunan rumah tahan bencana, rekonstruksi infrastruktur vital, peningkatan layanan public dengan standar keamanan bencana, pengauatan ekonomi masyarakat, pengembangan tata ruang berbasis mitigasi danpemberdayaan masyarakat agar lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan
	OPD, Instansi, masyarakat dan swasta lainnya

	4.
	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pembengkalan tentang ideology pancasila wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional berupa sosialisasi dan penguatan wawasan kebangsaan, pembinaan ideology pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta memfasilitasi organisasi masyarakat untuk memperkokoh persatuan.
	Duta pancasila paskibraka Indonesia

	
	
	Peningkatan bidang politik dalam negeri berupa fasilitasi Partai Politik (Pendaftaran verifikasi, bantuan keuangan Parpol), pemantauan dan evaluasi Pemilu/Pilkada dan mediasi konflik politik lokal.
	Partai Politik, Masyarakat, lembaga terkait

	
	
	Pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama berupa pemetaan potensi dan kerawanan konflik social/kerukunan umat beragama, fasilitasi FKUB, pembinaan kewaspadaan dini masyarakat, pembekalan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan pelaporan perkembangan kondisi sosial politik daerah.
	Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, GAN (Gerakan Anti Narkoba)


[bookmark: _147n2zr]Sumber: BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang
2.1.5 [bookmark: _Toc210079169]Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan 
Dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana, BPBD Kesbangpol menjalin kemitraan dengan berbagai pihak antara lain seluruh perangkat daerah di Kota Padang Panjang, TNI, Polri, organisasi kebencanaan, Perguruan Tinggi, masyarakat sipil serta kementrian lembaga terkait. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Disamping itu, BPBD Kesbangpol juga menjalin kemitraan dengan TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, DPRD, Kemenag, Partai Politik, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat tentang ideology pancasila wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional berupa sosialisasi dan penguatan wawasan kebangsaan.






[bookmark: _Toc209976617][bookmark: _Toc210142046]Tabel 2. 6 Mitra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang
	No
	Jenis Layanan
	MITRA KERJA TAHUN
	Faktor Pendukung Capaian
	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1
	Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	Universitas andalas
	· Dukungan akademisi dan praktisi dalam penyediaan kajian dan analisis kebijakan
· Sinergi dengan kementerian dan badan dalam penyusunan dokumen kajian resiko bencana
	· Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam mengolah masukan dari berbagai mitra

	2
	Pelatihan kesiapsiagaan Penanggulangan bencana  
	
	
	Pokir DPRD Kota Padang Panjang
	Pokir DPRD Provinsi Sumatera Barat
	Pokir DPRD Provinsi Sumatera Barat
	· Dukungan Legislatif dalam penyelenggaraan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
	· Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelatihan

	3
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	TNI, Polri, DPRD, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri 
	TNI, Polri, DPRD, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri
	TNI, Polri, DPRD, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri
	TNI, Polri, DPRD, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri
	TNI, Polri, DPRD, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri
	· Dukungan Forkopimda dalam Koordinasi
	· Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelatihan

	4
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, GAN (Gerakan Anti Narkoba)
	Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, GAN (Gerakan Anti Narkoba)
	Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, GAN (Gerakan Anti Narkoba)
	Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, GAN (Gerakan Anti Narkoba)
	Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, GAN (Gerakan Anti Narkoba)
	· Dukungan organisasi keagamaan dan organisasi Masyarakat dalam pembinaan masalah konflik social, kerukunan umat beragama dan bahaya penyalahgunaan narkoba.
	· Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelatihan


Sumber : BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025
BPBD Kesbangpol mempunyai peran strategis dalam menjalin kemitraan dengan berbagai pihak menghadapi risiko bencana dengan seluruh perangkat daerah di Kota Padang Panjang, TNI, Polri, organisasi kebencanaan, Perguruan Tinggi, masyarakat sipil serta kementrian lembaga terkait. BPBD Kesbangpol juga menjalin kemitraan dalam ideology pancasila wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional berupa sosialisasi dan penguatan wawasan kebangsaan dengan TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, DPRD, Kemenag, Partai Politik, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat.

2.2 [bookmark: _Toc210079170]Permasalahan dan Isu Strategis BPBD,KESBANGPOL
Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. 

2.2.1 [bookmark: _Toc210079171]Permasalahan Pelayanan BPBD,KESBANGPOL
BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah., maka Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang membantu Walikota untuk mengemban kewenangan di bidang Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan Internalisasi nilai Agama dan Adat dalam Mayarakat.
Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
[bookmark: _heading=h.147n2zr][bookmark: _Toc210142047][bookmark: _Toc207272261]Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPBD Kesbangpol
Kota Padang Panjang
	No
	Masalah Pokok
	Rumusan Masalah
	Akar Masalah

	1
	Kurangnya Kesiapan dan Kesiapsiagaan  Masyarakat terhadap penanggulangan bencana
	 - Kurang atau belum adanya SOP (standar Operasional Prosedur) penanggulangan bencana serta peta rawan bencana yang akurat dan terperinci
	Belum adanya dokumen KRB, PRB yang sah dan legal 


	
	 
	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana serta kurangnya SDM tentang Penanggulangan Bencana
	Kurangnya SDM yang terlatih  dan memiliki pengetahuan tentang penanggulangan bencana

	2
	Kurangnya pemahaman dan rasa nasionalisme dikalangan masyarakat
	Kurangnya Pemahaman  Masyarakat terhadap ideology Pancasila dan wawasan kebangsaan 
	Kurangnya kegiatan edukasi ke masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai kebangsaan

	3
	Masih kurangnya angka partisipasi politik dari pemilih pemula 
	Kurangnya informasi yang jelas dan mudah dipahami terhadap pemilih pemula
	Kurangnya edukasi  terhadap pemilih pemula 


2.2.2 [bookmark: _Toc210079172]Isu Strategis BPBD,KESBANGPOL
[bookmark: _Toc209976621]Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. 
[bookmark: _Toc210142048]Tabel 2. 8 Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis
	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD
	Permasalahan PD
	Isu KLHS yang Relevan dengan PD
	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD
	Isu Strategis PD

	
	
	
	Global
	Nasional
	Regional
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	· Kearifan lokal: selain untuk mitigasi bencana, juga untuk menjaga kerukunan sosial
· Relawan dan komunitas: bias diperkuat perannya baik dalam bencana maupun deteksi konflik sosial
· Forum Masyarakat: (FKUB) bias jadi jalur komunikasi dalam penanganan bencana maupun konflik sosial politik
· Data kerawanan daerah: peta rawan bencana dan peta kerawanan sosial politikbisa menjadi dasar kebijakan pembangunan daerah yang lebih aman dan stabil.

	· Kapasitas SDM dan anggaran terbatas
· Kordinasi antar instansi lemah
· Rendahnya partisipasi masyarakat 
· Tingginya kerentanan wilayah
· Pemanfaatan data dan teknologi rendah

	· Perubahan iklim memicu bencana hidrometeorologi
· Kerusakan ekosistim meningkatkan risiko bencana
· Penerapan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan daerah


	· Perubahan iklim global:  peningkatan bencana hidrometeorologi (banjir, kekeringan, badai tropis)
· Agenda internasional : Sendai  Framework for Disaster Risk Reduction adalah kerangka kerja global yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat, sedangkan Paris Agreement adalah perjanjian internasional untuk mengatasi perubahan iklim dengan membatasi pemanasan global.
· Pandemi global & ancaman bencana non-alam lain

	· Ketergantungan tinggi pada APBN/APBD untuk dana bencana.
· Program nasional terkait ketahanan bencana & adaptasi perubahan iklim.
· Perubahan tata ruang & alih fungsi lahan yang meningkatkan risiko bencana.
	· Karakteristik gegrafis lokal (banjir, longsor dan kekeringan)
· Keterbatasan sumber daya daerah dalam penanggulangan bencana.
· Tingkat kesadaran & partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana.
· Infrastruktur kritis daerah (jalan, jembatan, fasilitas publik) yang rentan bencana.

	· Belum optimalnya pemetaan dan sistem informasi bencana sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan
· Peningkatan risiko bencana akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan
· Keterbatasan SDM, sarpras dan anggaran penanggulangan bencana
· Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan resiko bencana


	
	· Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila
· Kerukunan dan toleransi belum optimal 
· Ancaman radikalisme, konflik social, disinformasi
· Rendahnya literasi politik
· Kordinasi lintas sector lemah
· Keterbatasan data sosial politik
	· Ketahanan sosial menghadapi bencana dan krisis iklim
· Isu lingkungan sebagai potendi konflik politik dan identitas


	· Globalisasi & penetrasi budaya asing → pengaruh pada nilai lokal & identitas bangsa.
· Pengaruh media sosial global dalam penyebaran hoaks dan polarisasi politik.
· Tekanan geopolitik (misalnya konflik internasional yang berdampak pada stabilitas regional).

	· Tahun politik (Pemilu/Pilkada)potensi konflik horizontal & disinformasi.
· Isu SARA & polarisasi politik.
· Program penguatan wawasan kebangsaan & moderasi beragama.
· Ancaman intoleransi dan radikalisme di level nasional.
	· Kerawanan sosial lokal (konflik lahan, konflik antar kelompok masyarakat, gesekan politik lokal).
· Perbedaan etnis, budaya, agama yang butuh dikelola untuk menjaga kerukunan.
· Isu keamanan daerah: demonstrasi, separatisme lokal, atau kriminalitas terorganisir
· Peran tokoh adat, agama, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas politik & sosial
	· Potensi konflik sosial dan intoleransi berbasis SARA
· kerentanan stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu/Pilkada



Sumber: BPBD Kesbangpol 2025

[bookmark: _Toc210079173]BAB III 
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

2 [bookmark: _Toc209914508][bookmark: _Toc209965273][bookmark: _Toc209965375][bookmark: _Toc209965472][bookmark: _Toc209965992][bookmark: _Toc209966058][bookmark: _Toc209966174][bookmark: _Toc209967549][bookmark: _Toc209977033][bookmark: _Toc209978099][bookmark: _Toc209978207][bookmark: _Toc209978481][bookmark: _Toc210075379][bookmark: _Toc210079174]
3 [bookmark: _Toc209914509][bookmark: _Toc209965274][bookmark: _Toc209965376][bookmark: _Toc209965473][bookmark: _Toc209965993][bookmark: _Toc209966059][bookmark: _Toc209966175][bookmark: _Toc209967550][bookmark: _Toc209977034][bookmark: _Toc209978100][bookmark: _Toc209978208][bookmark: _Toc209978482][bookmark: _Toc210075380][bookmark: _Toc210079175]
3.1 [bookmark: _Toc210079176]Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD,KESBANGPOL Tahun 2025 – 2029
Visi dan misi Kota Padang Panjang mencerminkan visi dan misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih. Cita-cita pembangunan Kota Padang Panjang yang termaktub dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu: Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah”. Visi tersebut menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 yang terdiri dari:
BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang memiliki keterkaitan dengan Misi ke 4: Mewujudkan kerukunan, keamanan, perlindungan sosial, serta aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakatdan Misi ke 5 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan, Tujuan ke 4 Terwujudnya Keamanan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Berlandaskan Nilai Agama serta Budaya dan Tujuan ke 5 Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan Sasaran ke 1 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, serta Sasaran ke 3 Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.
[bookmark: _Toc209981762]Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 
BPBD,KESBANGPOL Kota Padang Panjang
	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN
	TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR
	TARGET TAHUN
	KET

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum melalui layanan kebencanaan daerah, impelementasi nilai-nilai ideologi pancasila, karakter kebangsaan dan pendidikan politik
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	NSPK : -
RPJMD: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
	
	 
	Indeks Harmoni
	70
	72
	74
	76
	78
	80
	

	
	
	Meningkatkan Kapasitas adaptasi Masyarakat terhadap ideologi pancasila, karakter kebangsaan, dan pendidikan Politik
	Persentase Konflik Tertangani 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	NSPK : -
RPJMD: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
	
	
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
	0.32
	0.34
	0.35
	0.36
	0.37
	0.38
	

	
	
	Meningkatkan Kapasitas Adaptasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana
	Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penagulangan Bencana Terpadu
	88
	90
	93
	95
	98
	100
	

	
	
	Meningkatkan kinerja perangkat daerah
	Nilai AKIP OPD
	64,05
	64,25
	64,45
	64,75
	64,95
	65
	



3.2 [bookmark: _Toc210079177][bookmark: _Hlk208398166]Strategi dan Arah Kebijakan BPBD,KESBANGPOL dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
Sub Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.
Strategi adalah pemilihan langkah spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka langkah dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.
Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungdan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.
Perumusan strategi berdasarkan isu strategis yang telah dibuat sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut.
[bookmark: _Toc209981763]Tabel 3. 2 Perumusan Strategi Berdasarkan Isu Strategis
	Isu Strategis
	Strategi
	Lokasi (sesuai RTRW)

	(1)
	(2)
	(3)

	Belum optimalnya pemetaan dan sistem informasi bencana sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan 
	Peningkatan kapasitas SDM, diversivikasi sumber pendanaan, pembuatan dokumen kajian kebencanaan
	Kawasan rawan bencana sesuai arahan RTRW

	Peningkatan risiko bencana akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan
	Penguatan mitigasi bencana, konservasi lingkungan, integrasi adaptasi perubahan iklim
	

	Keterbatasan SDM, sarpras dan anggaran penanggulangan bencana
	Peningkatan kapasitas SDM, penyedian sarpras darurat, diversifikasi sumber pendanaan (CSR, dana masyarakat)
	

	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan resiko bencana
	Pendidikan kebencanaan, pelatihan komunitas siaga bencana, simulasi rutin
	

	Potensi konflik sosial dan intoleransi berbasis SARA 
	Penguatan dialog antar umat, fasiltasi FKUB, pemantauan dini potensi konflik
	

	kerentanan stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu/Pilkada
	Pendidikan politik masyarakat, pengawasan bersama, peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan
	



Pentahapan pelaksanaan strategi pencapaian Renstra BPBDKesbangpol lima tahun ke depan dapat dijelaskan sebagai berikut:
[bookmark: _Toc209981764]Tabel 3. 3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah BPBD Kesbangpol

	TAHAP I
	TAHAP II
	TAHAP III
	TAHAP IV
	TAHAP V

	 Penguatan Landasan Transformasi Mitigasi Bencana
	Akselerasi Transformasi Mitigasi Bencana
	 Peningkatan Kualitas Transformasi Mitigasi Bencana
	Pemantapan Transformasi Mitigasi Bencana
	Perwujudan Transformasi Mitigasi Bencana

	Pemutakhiran data social-politik dan pemetaan potensi konflik
	Peningkatan Jumlah dialog dan mediasi sosial
	Penanganan cepat potensi konflik( reaksi % mediasi
	Edukasi pemilu damai dan partisipasi politik sehat
	Konsolidasi hasil pembinaan kerukunan dan tolenrasi serta  penyusunan rekomendasi keijakan berkelanjutan

	Pengutan kapasitas forum FKDM,FKUB,FPK
	Pelibatan aktif tokoh agama, pemuda dan adat dalam pencegahan konflik
	Revitalisasi nilai-nilai budaya lokal sebagai perekat sosial
	Mitigasi kerawanan politik dan intoleransi jelang pemilu
	Penguatan ketahanan social-politik masyarakat berbasis lokal

	Melaksanakan program edukasi nilai-nilai kebangsaan, kerukunan dan toleransi disekolah dan masyarakat untuk membangun kesadaran dan pemahaman dasar
	Penguatan program pendidikan politik masyarakat
	Evaluasi kelembagaan FKDM/FKUB/FPK dan penguatan regulasi
	Pembinaan ormas dan partai politik agar tetap pada koridor hokum dan demokrasi
	Memperkuat kemitraan dengan partai politik dan organisasi masyarakat

	Menyelenggarakan pendidikan politik literasi demokrasi di seluruh  lapisan masyarakat
	Mengembangakan forum dialog antar kelompok masyarakat dan agama serta menerapkan system  pemantauan dini konflik social untuk deteksi dan penanganan cepat
	Meningkatkan kolaborasi dengan LSM dan organisasi keagamaan dalam pembinaan kerukunan serta evaluasi program berdasarkan data konflik terdeteksi
	Emantauan penyebaran hoaks dan uajaran kebencia
	



Sumber BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.
Pentahapan pelaksanaan strategi pencapaian Renstra BPBD Kesbangpol lima tahun ke depan dapat dijelaskan sebagai berikut:
[bookmark: _Toc209981765]Tabel 3. 4 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Arah Kebijakan
	VISI: (Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah)

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum melalui layanan kebencanaan daerah, impelementasi nilai-nilai ideologi pancasila, karakter kebangsaan dan pendidikan politik
	Meningkatkan Kapasitas adaptasi Masyarakat terhadap ideologi pancasila, karakter kebangsaan, dan pendidikan Politik
	Peningkatan penegakan peraturan perundang-undangan dan kesadaran hukum masyarakat
	Penguatan forum komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum
Peningkatan koordinasi antar instansi penegak hukum dan lintas sector

	
	
	
	
	

	
	Meningkatkan Kapasitas Adaptasi Masyarakat  dalam penanggulangan bencana
	Meningkatkan kemampuan dalam penanggulangan bencana
	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
	

	
	
	
	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
	

	
	
	
	Koordinasi rekonstruksi pasca bencana
	

	
	
	
	Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana non alam
	

	
	Meningkatkan kinerja perangkat daerah
	
	Penguatan forum komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum
	

	
	
	
	Peningkatan koordinasi antar instansi penegak hukum dan lintas sector
	




[bookmark: _Toc210079178]BAB IV 
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 [bookmark: _Toc210079179]Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah
Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan angkah operasional yang kemudian terkandung di dalam program, kegiatan dan subkegiatan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang. Program, kegiatan dan subkegiatan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.
Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPBD,KESBANGPOL Kota Padang Panjang
	

	TUJUAN
	SASARAN
	OUTCOME
	OUTPUT
	INDIKATOR
	PROGAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
	KET

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	 
	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum melalui layanan kebencanaan daerah, impelementasi nilai-nilai ideologi pancasila, karakter kebangsaan dan pendidikan politik
	Meningkatkan Kapasitas adaptasi Masyarakat terhadap ideologi pancasila, karakter kebangsaan, dan pendidikan Politik
	 
	 
	Persentase Konflik Tertangani 
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pembentukan Paskibraka
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	Meningkatkan Kapasitas Adaptasi Masyarakat  dalam penanggulangan bencana
	 
	 
	Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyusunan Rencana Kontijensi
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
	 

	 
	 
	Meningkatkan kinerja perangkat daerah
	 
	 
	Nilai AKIP OPD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Mebel
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
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[bookmark: _Toc209981773][bookmark: _Toc209981861]Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPBD, KESBANGPOL Kota Padang Panjang
	Kode
	Tujuan
	Sasaran
	Program dan Kegiatan
	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)
	Data Capaian pada Tahun Awal Peren-canaan (Baseline 2024)
	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
	Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung jawab
	Lokasi

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Target
	Rp.
	Target
	Rp.
	Target
	Rp.
	Target
	Rp.
	Target
	Rp.
	Target
	Rp.
	Target
	Rp.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	
	
	
	
	
	
	7.950.110.122
	
	8.035.491.406
	
	12.428.398.276
	
	13.025.888.276
	
	21.085.932.776
	
	27.255.222.776
	
	89.781.043.632
	
	

	
	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum melalui layanan kebencanaan daerah, impelementasi nilai-nilai ideologi pancasila, karakter kebangsaan dan pendidikan politik
	Meningkatkan Kapasitas adaptasi Masyarakat terhadap ideologi pancasila, karakter kebangsaan, dan pendidikan Politik
	
	Persentase Konflik Tertangani
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Meningkatkan Kapasitas Adaptasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana
	
	Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penagulangan Bencana Terpadu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Meningkatkan kinerja perangkat daerah
	
	Nilai AKIP OPD
	64,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.05
	
	
	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	
	
	
	4.610.761.546
	
	4.644.847.390
	
	5.626.968.726
	
	5.714.968.726
	
	7.571.023.226
	
	8.354.023.226
	
	36.522.592.840
	
	

	1.05.01
	
	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada BPBD, Kesbangpol
	100%
	100%
	4.610.761.546
	100%
	4.644.847.390
	100%
	5.626.968.726
	100%
	5.714.968.726
	100%
	7.571.023.226
	100%
	8.354.023.226
	100%
	36.522.592.840
	
	

	1.05.01.2.02
	
	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah
	100%
	100%
	4.037.233.974
	100%
	4.063.500.000
	100%
	4.169.504.111
	100%
	4.169.504.111
	100%
	4.169.504.111
	100%
	4.169.504.111
	100%
	24.778.750.418
	
	

	1.05.01.2.02.0001
	
	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN
	406 Orang/ Bulan
	518 Orang/ Bulan
	4.037.233.974
	32 Orang/Bulan
	4.063.500.000
	518 Orang/ Bulan
	4.169.504.111
	518 Orang/Bulan
	4.169.504.111
	518 Orang/ Bulan
	4.169.504.111
	518 Orang/ Bulan
	4.169.504.111
	3.108 Orang/ Bulan
	24.778.750.418
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.02.0003
	
	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	-
	-
	-
	1 Dokumen
	31.080.000
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	1 Dokumen
	31.080.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.05
	
	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	100%
	-
	-
	-
	-
	100%
	37.000.000
	-
	-
	100%
	37.000.000
	-
	-
	100%
	74.000.000
	
	

	1.05.01.2.05.0002
	
	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
	37 Paket
	-
	-
	-
	-
	37 Paket
	37.000.000
	-
	-
	37 Paket
	37.000.000
	-
	-
	37 Paket
	74.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.06
	
	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
	100 %
	100%
	119.901.500
	100%
	130.747.350
	100%
	258.651.785
	100%
	258.651.785
	100%
	258.651.785
	100%
	258.651.785
	100%
	1.285.255.990
	
	

	1.05.01.2.06.0001
	
	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan
	1 Paket
	1 Paket
	1.484.300
	1 Paket
	3.000.000
	1 Paket
	5.000.000
	1 Paket
	5.000.000
	1 Paket
	5.000.000
	1 Paket
	5.000.000
	5 Paket
	24.484.300
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.06.0002
	
	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	2 Paket
	-
	-
	
	
	2 Paket
	20.000.000
	2 Paket
	20.000.000
	2 Paket
	20.000.000
	2 Paket
	20.000.000
	8 Paket
	80.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.06.0004
	
	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan
	2 Paket
	2 Paket
	15.428.550
	1 Paket
	20.000.000
	2 Paket
	20.426.085
	2 Paket
	20.426.085
	2 Paket
	20.426.085
	2 Paket
	20.426.085
	10 Paket
	117.132.890
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.06.0005
	
	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan
	2 Paket
	2 Paket
	5.257.650
	2 Paket
	7.747.350
	2 Paket
	15.494.700
	2 Paket
	15.494.700
	2 Paket
	15.494.700
	2 Paket
	15.494.700
	12 Paket
	74.983.800
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.06.0009
	
	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
	189 Laporan
	150 Laporan
	97.731.000
	150 Laporan
	100.000.000
	150 Laporan
	197.731.000
	150 Laporan
	197.731.000
	150 Laporan
	197.731.000
	150 Laporan
	197.731.000
	900 Laporan
	988.655.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.07
	
	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan
	100%
	100%
	-
	100%
	38.000.000
	100%
	415.000.000
	100%
	510.000.000
	100%
	2.290.000.000
	100%
	3.090.000.000
	100%
	6.343.000.000
	
	

	1.05.01.2.07.0001
	
	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan
	Unit
	-
	-
	-
	-
	5 Unit
	175.000.000
	Unit
	-
	2 Unit
	50.000.000
	-
	-
	7 Unit
	225.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.07.0002
	
	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan
	3 Unit
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1unit
	350.000.000
	-
	-
	1 Unit
	350.000.000
	2 Unit
	700.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.07.0005
	
	
	Pengadaan Mebel
	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan
	45 Unit
	-
	-
	-
	-
	5 Unit
	90.000.000
	5 Unit
	90.000.000
	5 Unit
	90.000.000
	5 Unit
	90.000.000
	20 Unit
	360.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.07.0006
	
	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan
	6 Unit
	-
	-
	3 Unit
	38.000.000
	3 Unit
	150.000.000
	3 Unit
	70.000.000
	3 Unit
	150.000.000
	3 Unit
	150.000.000
	15 Unit
	558.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.07.0009
	
	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan
	Unit
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 Unit
	2.000.000.000
	1 Unit
	2.500.000.000
	1 Unit
	4.500.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.08
	
	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi
	100%
	100%
	164.160.072
	100%
	99.188.800
	100%
	223.495.500
	100%
	233.495.500
	100%
	242.550.000
	100%
	242.550.000
	100%
	1.205.439.872
	
	

	1.05.01.2.08.0001
	
	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	12 Laporan
	1 Laporan
	1.747.200
	3 Laporan
	1.747.200
	3 Laporan
	4.945.500
	3 Laporan
	4.945.500
	3 Laporan
	4.000.000
	3 Laporan
	4.000.000
	15 Laporan
	21.385.400
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.08.0002
	
	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan
	36 Laporan
	30 Laporan
	26.644.872
	36 Laporan
	25.000.000
	24 Laporan
	75.000.000
	24 Laporan
	85.000.000
	24 Laporan
	95.000.000
	24 Laporan
	95.000.000
	103 Laporan
	401.644.872
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.08.0004
	
	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan
	12 Laporan
	36 Laporan
	135.768.000
	4 Laporan
	72.441.600
	36 Laporan
	143.550.000
	36 Laporan
	143.550.000
	36 Laporan
	143.550.000
	36 Laporan
	143.550.000
	180 Laporan
	782.409.600
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.09
	
	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik
	100%
	100%
	289.466.000
	100%
	282.331.240
	100%
	523.317.330
	100%
	543.317.330
	100%
	573.317.330
	100%
	593.317.330
	100%
	2.805.066.560
	
	

	1.05.01.2.09.0001
	
	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya
	17 Unit
	20 Unit
	278.816.000
	20 Unit
	265.000.000
	20 Unit
	373.025.510
	20 Unit
	373.025.510
	20 Unit
	373.025.510
	20 Unit
	373.025.510
	120 Unit
	2.035.918.040
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.09.0006
	
	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara
	20 Unit
	14 Unit
	10.650.000
	1 Unit
	13.570.000
	62 Unit
	120.000.000
	62 Unit
	140.000.000
	62 Unit
	160.000.000
	62 Unit
	180.000.000
	300 Unit
	624.220.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.09.0009
	
	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi
	1 Unit
	1 Unit
	-
	1 Unit
	3.761.240
	1 Unit
	30.291.820
	1 Unit
	30.291.820
	1 Unit
	40.291.820
	1 Unit
	40.291.820
	1 Unit
	144.928.520
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05
	
	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	
	
	
	817.577.110
	
	1.144.495.300
	
	2.298.777.800
	
	2.238.267.800
	
	2.792.257.800
	
	3.106.747.800
	
	12.398.123.610
	
	

	1.05.03
	
	Meningkatkan Kapasitas Adaptasi Masyarakat  dalam penanggulangan bencana
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu
	100%
	100%
	817.577.110
	100%
	1.144.495.300
	100%
	2.298.777.800
	100%
	2.238.267.800
	100%
	2.792.257.800
	100%
	3.106.747.800
	100%
	12.398.123.610
	
	

	1.05.03.2.01
	
	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana
	100%
	0%
	-
	100%
	69.810.000
	67%
	125.000.000
	72%
	150.000.000
	100%
	435.000.000
	100%
	460.000.000
	100%
	1.239.810.000
	
	

	1.05.03.2.01.0003
	
	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana (Krb) Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal
	1 Dokumen
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 Dokumen
	260.000.000
	1 Dokumen
	260.000.000
	1 Dokumen
	520.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.01.0004
	
	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
	Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan Di Kawasan Rawan Bencana Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Sesuai Jenis Ancaman Bencana Yang Ada Di Kawasan Tempat Tinggalnya Selama 1 (Satu) Tahun
	N.A
	160 orang
	35.669.000
	160 Orang
	69.810.000
	42.000 Orang
	125.000.000
	45.000 Orang
	150.000.000
	48.000 Orang
	175.000.000
	51.000 Orang
	200.000.000
	186.160 Orang
	719.810.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.02
	
	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Persentase Kesiapan Masyarakat Terhadap Risiko Bencana
	100%
	100%
	779.660.950
	100%
	934.773.100
	100%
	1.508.270.800
	100%
	1.383.270.800
	100%
	1.488.270.800
	100%
	1.713.270.800
	100%
	7.807.517.250
	
	

	1.05.03.2.02.0006
	
	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Jumlah Kawasan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana
	N.A
	-
	-
	-
	-
	2 Kawasan
	50.000.000
	2 Kawasan
	50.000.000
	2 Kawasan
	50.000.000
	2 Kawasan
	50.000.000
	8 Kawasan
	200.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.02.0008
	
	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Personil Trc Yang Dikembangkan Kapasitas Teknis Dan Manajerialnya
	N.A
	-
	-
	-
	-
	40 Orang
	80.000.000
	40 Orang
	80.000.000
	40 Orang
	80.000.000
	40 Orang
	80.000.000
	160 Orang
	320.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.02.0009
	
	
	Penyusunan Rencana Kontijensi
	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Dilegalisasi
	N.A
	-
	-
	-
	-
	1 Dokumen
	150.000.000
	1 Dokumen
	150.000.000
	-
	-
	-
	-
	2 Dokumen
	300.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.02.0010
	
	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Jumlah Aparatur Dan Warga Negara Yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan
	N.A
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	750 Orang
	150.000.000
	750 Orang
	150.000.000
	1500 Orang
	300.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.02.0011
	
	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (Rpkb) Yang Dilegalisasi
	N.A
	-
	-
	-
	-
	1 Dokumen
	150.000.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 Dokumen
	150.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.02.0012
	
	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
	N.A
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	160 Keluarga
	80.000.000
	320 Keluarga
	100.000.000
	400 Keluarga
	120.000.000
	880 Keluarga
	300.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.02.0013
	
	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Akar Masalah Risiko Bencana (Per Jenis Ancaman Bencana Prioritas) Kabupaten/Kota Yang Tertangani
	N.A
	-
	-
	-
	-
	2 Kegiatan
	70.000.000
	-
	-
	2 Kegiatan
	70.000.000
	-
	-
	4 Kegiatan
	140.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.02.0014
	
	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (Rpb) Kabupaten/Kota Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal
	N.A
	-
	-
	1 Dokumen
	260.000.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 Dokumen
	260.000.000
	2 Dokumen
	520.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.02.0015
	
	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga, Maupun Petugas Sesuai Dengan Jenis Ancaman Bencana Di Kawasan Tempat Tinggalnya
	9 Unit, 22 Pcs
	-
	-
	-
	-
	30 Unit
	50.000.000
	30 Unit
	60.000.000
	30 Unit
	70.000.000
	30 Unit
	80.000.000
	120 Unit
	260.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.02.0016
	
	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan Di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten/Kota Yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana
	40 Orang /16 Kawasan
	22 Kawasan
	-
	16 Kawasan
	65.808.800
	16 Kawasan
	125.000.000
	16 Kawasan
	130.000.000
	16 Kawasan
	135.000.000
	16 Kawasan
	140.000.000
	126 Kawasan
	595.808.800
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.02.0017
	
	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Laporan Layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Dengan Maklumat Pelayanan Yang Sah Dan Legal Sesuai Dengan Jenis Ancaman Bencana Yang Ada Di Kawasan Tempat Tinggalnya
	12 Laporan
	12 Laporan
	779.660.950
	12 Laporan
	608.964.300
	12 Laporan
	833.270.800
	12 Laporan
	833.270.800
	12 Laporan
	833.270.800
	12 Laporan
	833.270.800
	72 Laporan
	4.721.708.450
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.03
	
	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
	100%
	100%
	15.075.000
	100%
	68.330.000
	100%
	169.997.000
	100%
	244.997.000
	100%
	244.997.000
	100%
	244.997.000
	100%
	988.393.000
	
	

	1.05.03.2.03.0001
	
	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas
	N.A
	-
	-
	-
	-
	1 Laporan
	25.000.000
	1 Laporan
	25.000.000
	1 Laporan
	25.000.000
	1 Laporan
	25.000.000
	4 Laporan
	100.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.03.0002
	
	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Sk Penetapan Status Darurat Bencana Dan Skpdb Yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	15.075.000
	1 Dokumen
	68.330.000
	1 Dokumen
	25.000.000
	1 Dokumen
	25.000.000
	1 Dokumen
	25.000.000
	1 Dokumen
	25.000.000
	6 Dokumen
	183.405.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.03.0003
	
	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Korban Yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, Dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
	N.A
	-
	-
	-
	-
	120 Orang
	89.997.000
	120 Orang
	89.997.000
	120 Orang
	89.997.000
	120 Orang
	89.997.000
	480 Orang
	359.988.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.03.0007
	
	
	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Rencana Operasi Yang Sah/Legal
	N.A
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 Dokumen
	75.000.000
	-
	-
	1 Dokumen
	75.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.03.0008
	
	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota
	Jumlah Aparatur Sdm Bpbd Kabupaten/Kota Dan Lintas Perangkat Daerah Yang Memiliki Kemampuan Penanganan Keadaan Darurat Dalam Aspek Manajerial Dan Teknis
	N.A
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45 Orang
	75.000.000
	
	-
	45 Orang
	75.000.000
	90 Orang
	150.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.03.0009
	
	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
	N.A
	-
	-
	-
	-
	60 Orang
	30.000.000
	60 Orang
	30.000.000
	60 Orang
	30.000.000
	60 Orang
	30.000.000
	240 Orang
	120.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.04
	
	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	Persentase Penanganan Pasca Bencana
	100%
	100%
	22.841.160
	100%
	71.582.200
	100%
	495.510.000
	100%
	460.000.000
	100%
	623.990.000
	100%
	688.480.000
	100%
	2.362.403.360
	
	

	1.05.03.2.04.0008
	
	
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Aparatur Bpbd Kabupaten/Kota Dan Lintas Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Kemampuan Teknis Dalam Menyusun Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) Dan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana (R3p)
	N.A
	-
	-
	-
	-
	30 Orang
	85.510.000
	8 Orang
	100.000.000
	30 Orang
	85.510.000
	8 Orang
	100.000.000
	76 Orang
	371.020.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.04.0009
	
	
	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Penyelesaian Dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal
	N.A
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 Dokumen
	63.480.000
	1 Dokumen
	63.480.000
	2 Dokumen
	126.960.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.04.0010
	
	
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Penyelesaian Kegiatan Pascabencana Di Semua Sektor Sesuai Berdasarkan Rencana Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pascabencana (R3p) Kabupaten/Kota Yang Dilegalkan
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	22.841.160
	1 Kegiatan
	71.582.200
	1 Kegiatan
	250.000.000
	1 Kegiatan
	250.000.000
	1 Kegiatan
	250.000.000
	1 Kegiatan
	250.000.000
	6 Kegiatan
	1.094.423.360
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.04.0011
	
	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Keterlibatan Kelompok Masyarakat Dan Dunia Usaha Dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Meliputi Lembaga Non Pemerintah Antara Lain : Lembaga Filantropi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Organisasi Keagamaan, Organisasi Relawan, Perguruan Tinggi, Media Massa Dan Dunia Usaha Yang Telah Terdaftar Dan Legal
	N.A
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 Lembaga
	60.000.000
	1 Lembaga
	65.000.000
	1 Lembaga
	65.000.000
	1 Lembaga
	190.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.04.0012
	
	
	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
	Jumlah Data Penduduk Terpilah Di Daerah Rawan Bencana
	N.A
	-
	-
	-
	-
	1 Laporan
	160.000.000
	-
	-
	1 Laporan
	160.000.000
	1 Laporan
	160.000.000
	3 Laporan
	480.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.04.0013
	
	
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
	Jumlah Penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Dan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana (R3p) Kab/Kota Sampai Dengan Dinyatakan Sah Dan Legal Paling Lama Dalam 1 (Satu) Tahun
	N.A
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 Dokumen
	50.000.000
	-
	-
	1 Dokumen
	50.000.000
	1 Dokumen
	100.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8
	
	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
	
	
	
	2.521.771.466
	-
	2.246.148.716
	-
	4.502.651.750
	
	5.072.651.750
	
	10.722.651.750
	
	15.794.451.750
	
	40.860.327.182
	
	

	8.01
	
	Meningkatkan Kapasitas adaptasi Masyarakat terhadap ideologi pancasila, karakter kebangsaan, dan pendidikan Politik
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Konflik Tertangani
	
	
	2.521.771.466
	-
	2.246.148.716
	-
	4.502.651.750
	
	5.072.651.750
	
	10.722.651.750
	
	15.794.451.750
	
	40.860.327.182
	
	

	8.01.02
	
	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
	90%
	90 %
	635.440.750
	90 %
	695.151.750
	90 %
	1.722.651.750
	90 %
	1.752.651.750
	90 %
	1.722.651.750
	90 %
	1.772.651.750
	90 %
	8.301.199.500
	
	

	8.01.02.2.01
	
	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Persentase Pencegahan Terhadap Peristiwa Gangguan Keamanan Berlatar Belakang Ideologi Radikal Dan Isu-Isu Di Daerah
	90%
	90%
	635.440.750
	90%
	695.151.750
	90%
	1.722.651.750
	-
	1.752.651.750
	90%
	1.722.651.750
	90%
	1.772.651.750
	90%
	8.301.199.500
	
	

	7.01.03.2.06.0001
	
	
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pembentukan Dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara
	N.A
	-
	-
	-
	-
	32 Keluarga
	45.000.000
	32 Keluarga
	45.000.000
	32 Keluarga
	45.000.000
	32 Keluarga
	45.000.000
	128 Keluarga
	180.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.02.2.01.0003
	
	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan
	105 Orang
	105 Orang
	635.440.750
	105 Orang
	695.151.750
	105 Orang
	197.651.750
	105 Orang
	197.651.750
	105 Orang
	197.651.750
	105 Orang
	197.651.750
	525 Orang
	2.121.199.500
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.02.2.01.0004
	
	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan
	N.A
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 Orang
	30.000.000
	-
	-
	30 Orang
	30.000.000
	60 Orang
	60.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.02.2.01.0005
	
	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan
	N.A
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 Laporan
	20.000.000
	1 Laporan
	20.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.02.2.01.0007
	
	
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan Dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka
	N.A
	-
	-
	-
	-
	1 Dokumen
	15.000.000
	1 Dokumen
	15.000.000
	1 Dokumen
	15.000.000
	1 Dokumen
	15.000.000
	5 Dokumen
	60.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.02.2.01.0008
	
	
	Pembentukan Paskibraka
	Jumlah Paskibraka
	N.A
	-
	-
	-
	-
	65 Orang
	1.200.000.000
	65 Orang
	1.200.000.000
	65 Orang
	1.200.000.000
	65 Orang
	1.200.000.000
	260 Orang
	4.800.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.02.2.01.0011
	
	
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila
	N.A
	-
	-
	-
	-
	70 Orang
	265.000.000
	70 Orang
	265.000.000
	70 Orang
	265.000.000
	70 Orang
	265.000.000
	280 Orang
	1.060.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.03
	
	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik
	80%
	80 %
	1.784.514.716
	80 %
	1.223.154.966
	80%
	2.200.000.000
	80%
	2.200.000.000
	80%
	8.330.000.000
	80%
	13.020.000.000
	80%
	28.757.669.682
	
	

	8.01.03.2.01
	
	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik
	Persentase Pencegahan Terhadap Perkembangan Politik Di Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Etika Dan Budaya
	100%
	100%
	1.784.514.716
	100%
	1.223.154.966
	100%
	2.200.000.000
	100%
	2.200.000.000
	100%
	8.330.000.000
	100%
	13.020.000.000
	100%
	28.757.669.682
	
	

	8.01.03.2.01.0001
	
	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Yang Disusun
	1 Dokumen
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 Dokumen
	25.000.000
	-
	-
	1 Dokumen
	25.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.03.2.01.0002
	
	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Jumlah Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Yang Disusun
	2 Dokumen
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 Dokumen
	85.000.000
	-
	-
	1 Dokumen
	85.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.03.2.01.0003
	
	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
	45 Org/7 Hibah
	45 Orang
	796.294.916
	45 Orang
	402.370.000
	45 Orang
	1.200.000.000
	45 Orang
	1.200.000.000
	45 Orang
	7.200.000.000
	45 Orang
	12.000.000.000
	270 Orang
	22.798.664.916
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.03.2.01.0004
	
	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
	15 Org/5 Hibah
	15 Orang
	988.219.800
	15 Orang
	820.784.966
	20 Orang
	1.000.000.000
	20 Orang
	1.000.000.000
	20 Orang
	1.000.000.000
	20 Orang
	1.000.000.000
	110 Orang
	5.809.004.766
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.03.2.01.0005
	
	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
	N.A
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	1 Laporan
	20.000.000
	1 Laporan
	20.000.000
	1 Laporan
	40.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.04
	
	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif
	40%
	40%
	-
	40%
	-
	50%
	150.000.000
	50%
	150.000.000
	60%
	240.000.000
	70%
	200.000.000
	70%
	740.000.000
	
	

	8.01.04.2.01
	
	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang Diberdayakan Dan Diawasi
	85 Ormas
	85 Ormas
	-
	85 Ormas
	-
	90 Ormas
	150.000.000
	95 Ormas
	150.000.000
	100 Ormas
	240.000.000
	105 Ormas
	200.000.000
	105 Ormas
	740.000.000
	
	

	8.01.04.2.01.0003
	
	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah
	30 Orang
	30 Orang
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 Orang
	90.000.000
	-
	-
	30 Orang
	90.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.04.2.01.0004
	
	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah
	N.A
	-
	-
	-
	-
	35 Orang
	150.000.000
	35 Orang
	150.000.000
	35 Orang
	150.000.000
	35 Orang
	150.000.000
	140 Orang
	600.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.04.2.01.0005
	
	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah
	N.A
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 Laporan
	50.000.000
	1 Laporan
	50.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.05
	
	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	Persentase Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan
	100%
	100 %
	-
	100 %
	82.250.000
	100%
	125.000.000
	100%
	395.000.000
	100%
	125.000.000
	100%
	310.900.000
	100%
	1.038.150.000
	
	

	8.01.05.2.01
	
	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Persentase Pencegahan Potensi Konflik Akibat Gejolak Ekonomi, Masalah Sosial Dan Budaya Dikalangan Masyarakat
	100 %
	100 %
	-
	100 %
	82.250.000
	100 %
	125.000.000
	100 %
	395.000.000
	100 %
	125.000.000
	100 %
	310.900.000
	100 %
	1.038.150.000
	
	

	8.01.05.2.01.0002
	
	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Jumlah Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Disusun
	N.A
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 Dokumen
	135.000.000
	-
	-
	-
	-
	1 Dokumen
	135.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.05.2.01.0003
	
	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah
	50 Orang
	50 Orang
	-
	50 Orang
	82.250.000
	-
	-
	50 Orang
	135.000.000
	-
	-
	50 Orang
	135.000.000
	50 Orang
	352.250.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.05.2.01.0004
	
	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah
	N.A
	-
	-
	-
	-
	50 Orang
	125.000.000
	50 Orang
	125.000.000
	50 Orang
	125.000.000
	50 Orang
	125.000.000
	50 Orang
	500.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.05.2.01.0005
	
	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah
	N.A
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 Laporan
	50.900.000
	1 Laporan
	50.900.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.06
	
	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan
	80%
	80 %
	101.816.000
	80%
	245.592.000
	80%
	305.000.000
	80%
	575.000.000
	80%
	305.000.000
	80%
	490.900.000
	80%
	2.023.308.000
	
	

	8.01.06.2.01
	
	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
	Persentase Pencegahan Konflik Yang Berkembang Ditengah Masyarakat
	80%
	80 %
	101.816.000
	80%
	245.592.000
	80 %
	305.000.000
	80 %
	575.000.000
	80 %
	305.000.000
	80 %
	490.900.000
	80 %
	2.023.308.000
	
	

	8.01.06.2.01.0002
	
	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	Jumlah Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah Yang Disusun
	N.A
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 Dokumen
	135.000.000
	-
	-
	-
	
	1 Dokumen
	135.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.06.2.01.0003
	
	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah
	80 Orang
	80 Orang
	101.816.000
	80 Orang
	245.592.000
	-
	-
	100 Orang
	135.000.000
	-
	-
	100 Orang
	135.000.000
	100 Orang
	617.408.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.06.2.01.0004
	
	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah
	N.A
	-
	-
	-
	-
	80 Orang
	125.000.000
	80 Orang
	125.000.000
	100 Orang
	125.000.000
	100 Orang
	125.000.000
	100 Orang
	500.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.06.2.01.0005
	
	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah
	N.A
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	1 Laporan
	50.900.000
	1 Laporan
	50.900.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	8.01.06.2.01.0006
	
	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
	N.A
	-
	-
	-
	-
	1 Dokumen
	180.000.000
	1 Dokumen
	180.000.000
	1 Dokumen
	180.000.000
	1 Dokumen
	180.000.000
	4 Dokumen
	720.000.000
	BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang
	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa



Sumber:..


[bookmark: _Toc209976653][bookmark: _Toc209981774][bookmark: _Toc209981862]Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
	NO
	PROGRAM PRIORITAS
	OUTCOME
	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
	KET

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Padang Panjang Siaga Bencana
	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	 

	
	
	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
	 

	
	
	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
	 

	
	
	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	 

	
	
	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	 

	
	
	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
	 

	
	
	
	Penyusunan Rencana Kontijensi
	 

	
	
	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	 

	
	
	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
	 

	
	
	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
	 

	
	
	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
	 

	
	
	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
	 

	
	
	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
	 

	
	
	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
	 

	
	
	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
	 

	
	
	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	 

	
	
	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
	 

	
	
	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
	 

	
	
	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	 

	
	
	
	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
	 

	
	
	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota
	 

	
	
	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	 

	
	
	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	 

	
	
	
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
	 

	
	
	
	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
	 

	
	
	
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
	 

	
	
	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
	 

	
	
	
	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
	 

	
	
	
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
	 


Sumber:..PK KL RR KESBANG
Program Unggulan Kepala Daerah merupakan inisiatif strategis yang dirumuskan untuk mewujudkan janji kampanye dan komitmen politik kepala daerah kepada masyarakat Kota Padang Panjang. Program ini dirancang sebagai prioritas utama yang secara langsung dikawal oleh kepala daerah, dengan tujuan menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, memberikan dampak nyata, serta mendorong percepatan pencapaian visi dan misi pembangunandaerah. Pelaksanaan program unggulan ini diharapkan tidak hanya menjadi realisasi dari janji politik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat
Program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan tugas dan fungsi BPBD Kesbangpol dapat dijabarkan sebagai berikut:
[bookmark: _Toc209981775][bookmark: _Toc209981863]Tabel 4. 4 Program Unggulan Tahun 2025-2029
	No
	Program Unggulan
	Program/Kegiatan/sub Kegiatan
	Keterangan

	1
	Padang Panjang Siaga Bencana
	Program: 
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
a. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
b. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
c. Penyusunan Rencana Kontijensi
d. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
e. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
f. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
g. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
h. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
i. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
j. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
k. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
b. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
c. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
d. Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota
f. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
a. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
b. Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
c. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
d. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
e. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
f. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
	



1. [bookmark: _Toc209977039][bookmark: _Toc209978105][bookmark: _Toc209978213][bookmark: _Toc209978487][bookmark: _Toc210075385][bookmark: _Toc210079180]
2. [bookmark: _Toc209977040][bookmark: _Toc209978106][bookmark: _Toc209978214][bookmark: _Toc209978488][bookmark: _Toc210075386][bookmark: _Toc210079181]
3. [bookmark: _Toc209977041][bookmark: _Toc209978107][bookmark: _Toc209978215][bookmark: _Toc209978489][bookmark: _Toc210075387][bookmark: _Toc210079182]
4. [bookmark: _Toc209977042][bookmark: _Toc209978108][bookmark: _Toc209978216][bookmark: _Toc209978490][bookmark: _Toc210075388][bookmark: _Toc210079183]
4.1 [bookmark: _Toc209977043][bookmark: _Toc209978109][bookmark: _Toc209978217][bookmark: _Toc209978491][bookmark: _Toc210075389][bookmark: _Toc210079184]
4.2 [bookmark: _Toc210079185]Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan BPBD, KESBANGPOL
[bookmark: _Toc207272279]Indikator kinerja BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD serta berbasis Indikator Kinerja Kunci sebagaimana dijabarkan pada Tabel 4.4 dan 4.5 berikut:
[bookmark: _Toc209981864]Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama BPBD,KESBANGPOL
	No
	Indikator
	Satuan
	Target Tahun
	Keterangan

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1

	Indeks Ketahanan Daerah       
 ( IKD)
	
	0.32
	0.34
	0.35
	0.36
	0.37
	0.38
	

	2
	Indeks Harmoni
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Persentase Konflik Tertangani 
	Persentase
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	4
	Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu
	 Persentase
	88
	90
	93
	95
	98
	100
	

	5
	Nilai AKIP OPD
	 Persentase
	64,05
	64,25
	64,45
	64,75
	64,95
	65
	

	6
	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada BPBD, Kesbangpol
	 Persentase
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	7
	Persentase Warga Yang Mendapat Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	 Persentase
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	8
	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
	 Persentase
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	9
	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik
	 Persentase
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	10
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif
	 Persentase
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	11
	Persentase Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan
	 Persentase
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	12
	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan
	 Persentase
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	


Sumber: BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang 2025 
[bookmark: _Toc207272280]Secara keseluruhan, indikator kinerja utama diatas berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk memastikan BPBD Kesbangpol dan perangkat daerah lain mampu menjaga kualitas penanganan bencana, penanganan konflik dan meningkatkan kerukunan dan harmoni social antar pemeluk agama. Dengan demikian, arah pembangunan Kota Padang Panjang akan lebih terukur, partisipatif, dan berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
[bookmark: _Toc209981777][bookmark: _Toc209981865]Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci BPBD,KESBANGPOL
	No
	Indikator
	Satuan
	Target Tahun
	Keterangan

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	A
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	 Persentase
	 80
	80 
	85 
	 90
	100 
	100
	

	2
	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah
	 Persentase
	 100
	 100
	 100
	 100
	 100
	 100
	

	3
	Persentase Konflik yang tertangani
	 Persentase
	  100
	 100
	 100
	 100
	 100
	 100
	


Sumber:RPJMD Kota Padang Panjang 2025
Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang pada periode 2025–2029 difokuskan pada tiga dimensi strategis, yaitu pemahaman terhadap ideologi pancasila, Peningkatan Stabilitas Daerah dan penanganan konflik. Ketiga indikator kinerja kunci ini secara sinergis mencerminkan peran BPBD Kesbangpol diharapkan bisa berperan membentuk warga Negara yang berkarakter, berjiwa nasionalis, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan stabilitas daerah menekankan pada pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi serta koordinasilintas sektor agar daerah lebih tangguh menghadapi bencana. Sedangkan dalam persentase konflik yang tertangani menekankan pada pencegahan, deteksi dini dan fasilitas perdamaian agar stabilitas daerah tetap terjaga, sejalan dengan visi pembangunan daerah 2025–2029.
5. 


[bookmark: _Toc210079186]BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPBD,Kesbangpol Kota Padang Panjang berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 
Rencana Strategis BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.
Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang  dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat,  Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang. 
	Padang Panjang,   September 2025
Kepala BPBD Kesbangpol
Kota Padang Panjang


NOFI YANTI, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda Nip. 19760924 199511 2001




LAMPIRAN
[bookmark: _Toc210075544]lampiran 1 Metadata 
A. Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 
1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
	Nama Indikator
	Persentase cakupan perlindungan Masyarakat

	Defenisi
	Indikator yang mengukur sejauh mana program perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan perlindungan.

	Rumus Perhitungan 
	[image: ]
Keterangan:
· Jumlah Masyarakat yang Terlindungi: Adalah jumlah masyarakat yang terdaftar atau tercatat dalam program perlindungan yang diselenggarakan (misalnya, dalam program perlindungan sosial, bencana, atau kekerasan).
· Jumlah Masyarakat yang Membutuhkan Perlindungan: Adalah estimasi jumlah masyarakat yang membutuhkan perlindungan sesuai dengan kriteria tertentu, seperti miskin, rentan, atau terkena dampak bencana.

	Interpretasi 
	Semakin tinggi nilai, semakin luas cakupan perlindungan masyarakat di daerah tersebut

	Sumber Data
	Dinas Sosial, BPBD, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Lembaga Perlindungan Masyarakat, Bappeda

	Frekuensi 
	Tahunan



2. Penanggulangan bencana

	Nama Indikator
	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana

	Defenisi
	Indikator yang mengukur sejauh mana informasi dan edukasi terkait kesiapsiagaan dan mitigasi bencana telah tersebar di masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.

	Rumus Perhitungan 
	[image: ]
Keterangan:
· Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Informasi dan Edukasi: Merupakan jumlah masyarakat yang telah menerima informasi dan edukasi mengenai mitigasi bencana, kesiapsiagaan, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mengurangi risiko bencana.
· Jumlah Total Masyarakat di Daerah Rawan Bencana: Merupakan jumlah seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan yang rawan bencana (misalnya, kawasan rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau tsunami).

	Interpretasi 
	Semakin tinggi nilai, semakin luas cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana di Masyarakat.

	Sumber Data
	BPBD, Dinas Sosial, Lembaga Mitigasi Bencana, Pemerintah Daerah, LSM terkait Penanggulangan Bencana.

	Frekuensi 
	Tahunan



	Nama Indikator
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana

	Defenisi
	Indikator yang mengukur sejauh mana penanganan darurat dalam menghadapi bencana dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur, waktu, dan standar yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

	Rumus Perhitungan 
	[image: ]
Keterangan:
· Jumlah Tindakan Tanggap Darurat yang Berhasil: Merupakan jumlah tindakan atau langkah tanggap darurat yang telah dilakukan dengan sukses, seperti evakuasi yang aman, distribusi bantuan yang tepat waktu, dan pemulihan infrastruktur darurat.
· Jumlah Tindakan Tanggap Darurat yang Diperlukan: Merupakan jumlah total tindakan tanggap darurat yang seharusnya dilakukan untuk menangani bencana, berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya.

	Interpretasi 
	Semakin tinggi nilai, semakin cepat dan tepat penanganan darurat yang dilakukan saat terjadi bencana

	Sumber Data
	BPBD, Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Lembaga Penanggulangan Bencana, LSM terkait Penanggulangan Bencana

	Frekuensi 
	Setelah setiap kejadian bencana atau secara berkala untuk evaluasi penanganan darurat




	Nama Indikator
	Persentase penanganan pasca bencana

	Defenisi
	Indikator yang mengukur sejauh mana upaya pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana telah dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

	Rumus Perhitungan 
	[image: ]
Keterangan:
· Jumlah Tindakan Pemulihan yang Diselesaikan: Merupakan jumlah langkah pemulihan yang telah berhasil dilaksanakan, seperti pembangunan rumah, perbaikan infrastruktur, pemulihan layanan kesehatan, dan lain-lain.
· Jumlah Tindakan Pemulihan yang Diperlukan: Merupakan jumlah total langkah pemulihan yang direncanakan atau dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi pasca bencana ke keadaan normal atau lebih baik.

	Interpretasi 
	Semakin tinggi nilai, semakin baik proses pemulihan dan rehabilitasi yang dilakukan setelah bencana

	Sumber Data
	BPBD, Kementerian Sosial, Lembaga Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah, Lembaga Donor, LSM terkait

	Frekuensi 
	Tahunan atau sesuai kebutuhan pasca bencana


3. Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran
	Nama Indikator
	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran

	Defenisi
	Indikator yang mengukur sejauh mana upaya penyebarluasan informasi serta edukasi kepada masyarakat tentang potensi bahaya kebakaran dan cara pencegahannya telah dilakukan oleh instansi terkait di wilayah tertentu.

	Rumus Perhitungan 
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Keterangan:
· Jumlah Wilayah Rawan yang Telah Diedukasi: Jumlah wilayah yang sudah mendapatkan penyuluhan, sosialisasi, simulasi, atau distribusi materi edukasi terkait kebakaran.
· Jumlah Total Wilayah Rawan Kebakaran: Wilayah yang dikategorikan rawan berdasarkan analisis risiko oleh instansi terkait (misalnya berdasarkan data historis kebakaran atau kepadatan bangunan).

	Interpretasi 
	Semakin tinggi nilai, semakin luas wilayah yang telah menerima penyebaran informasi dan edukasi kebakaran

	Sumber Data
	Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Dinas Kominfo, Lurah/Kepala Desa, Camat

	Frekuensi 
	Tahunan atau sesuai program edukasi



	Nama Indikator
	Cakupan layanan penyelamatan dan edukasi korban kebakaran

	Defenisi
	Indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah atau instansi terkait memberikan layanan penyelamatan (rescue) dan edukasi kepada korban kebakaran, termasuk pemberian bantuan awal, pendampingan psikososial, informasi keselamatan lanjutan, serta pelatihan mitigasi pascakebakaran.

	Rumus Perhitungan 
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Keterangan:
· Jumlah Korban yang Mendapat Layanan dan Edukasi: Termasuk korban yang mendapat bantuan penyelamatan, pertolongan pertama, layanan psikososial, serta pelatihan mitigasi pasca kebakaran.
· Jumlah Total Korban Kebakaran: Jumlah seluruh individu yang terdampak langsung dari kejadian kebakaran pada periode tertentu.


	Interpretasi 
	Semakin tinggi nilai, semakin luas cakupan layanan penyelamatan dan edukasi terhadap korban kebakaran.

	Sumber Data
	Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, RSUD, Puskesmas, LSM kebencanaan.

	Frekuensi 
	Tahunan atau per kejadian kebakaran.












B. Unsur Pemerintahan Umum
1. Indeks harmoni indonesia
	Nama Indikator
	Indeks harmoni Indonesia

	Definisi
	Indeks Harmoni Indonesia (IHI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat harmoni atau keharmonisan sosial di tengah masyarakat Indonesia berdasarkan aspek kehidupan beragama, kehidupan sosial, dan kehidupan berbangsa. IHI dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai alat untuk memetakan dan memantau kondisi kerukunan serta potensi konflik sosial di daerah.

	Rumus Perhitungan
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Keterangan :
· NR = Nilai Kehidupan Beragama
· NT = Nilai Kehidupan Bermasyarakat (Toleransi Sosial)
· NM = Nilai Kehidupan Berbangsa (Kesadaran Kebangsaan)

	Interpretasi
	Semakin tinggi skor IHI, semakin harmonis kondisi sosial masyarakat

	Sumber Data
	· Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan IHI oleh Kementerian Agama RI
· Badan Pusat Statistik (BPS) – dalam kerja sama survei sosial
· Survei Persepsi Masyarakat terhadap toleransi dan interaksi sosial
· Laporan Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

	Frekuensi
	Tahunan (Biasanya dilakukan di akhir tahun oleh Kementerian Agama dan BPS)



2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Nama Indikator
	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

	Definisi
	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah indikator yang menggambarkan persentase partisipasi penduduk atau kelompok sasaran (seperti pelajar, mahasiswa, ASN, tokoh masyarakat, organisasi, dan elemen lainnya) yang telah mengikuti kegiatan edukatif atau pembinaan terkait nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter kebangsaan dalam suatu periode tertentu.

	Rumus Perhitungan
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Keterangan :
· Pembilang: Jumlah individu yang telah mengikuti kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan selama tahun berjalan.
· Penyebut: Jumlah target peserta yang seharusnya terlibat dalam kegiatan tersebut (misal: Pelajar/Mahasiswa/ASN/masyarakat).
· Hasil akhir: Persentase cakupan terhadap target.

	Interpretasi
	Semakin tinggi cakupan, semakin baik penetrasi nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam masyarakat.

	Sumber Data
	· Laporan Kegiatan Badan Kesbangpol
· Laporan Kehadiran atau Absensi Peserta
· Dokumentasi Kegiatan (berita acara, daftar hadir, foto kegiatan)

	Frekuensi
	· Tahunan


3. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
	Nama Indikator
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik

	Definisi
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar proporsi kader partai politik yang telah mengikuti kegiatan pendidikan politik, baik yang dilaksanakan oleh partai, pemerintah, maupun lembaga terkait, dalam suatu periode tertentu terhadap jumlah kader yang menjadi target kegiatan.

	Rumus Perhitungan
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Keterangan :
· Pembilang: Jumlah kader partai yang benar-benar hadir/mengikuti kegiatan pendidikan politik dalam satu tahun anggaran.
· Penyebut: Jumlah kader yang menjadi sasaran/target pendidikan politik dalam kegiatan tersebut.
· Hasil Akhir: Persentase ketercapaian terhadap target pendidikan politik.

	Interpretasi
	Semakin tinggi persentase, semakin merata pendidikan politik pada kader

	Sumber Data
	· Laporan Kegiatan Pendidikan Politik dari:
· Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
· Partai Politik (DPC/DPD/DPP)
· Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri
· Daftar Hadir Peserta
· Dokumentasi Kegiatan
· Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Parpol (jika bersumber dari bantuan APBD/APBN)

	Frekuensi
	Tahunan (biasanya per tahun anggaran atau per program kerja tahunan partai politik dan Kesbangpol)


4. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Nama Indikator
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif

	Definisi
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang masih aktif melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART, memiliki kepengurusan aktif, serta memenuhi kewajiban administratif (seperti pelaporan tahunan), terhadap total jumlah Ormas yang terdaftar di suatu wilayah.

	Rumus Perhitungan
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Keterangan :
· Ormas Aktif adalah organisasi yang:
· Memiliki kepengurusan yang masih berjalan
· Melaporkan kegiatan minimal 1×/tahun
· Tidak dinyatakan tidak aktif/dibekukan
· Total Ormas Terdaftar adalah seluruh ormas yang masih terdata secara administratif di wilayah tersebut (baik aktif maupun tidak aktif).
· Hasil dalam bentuk persentase (%)

	Interpretasi
	Semakin tinggi persentase, semakin tinggi partisipasi aktif ormas dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah.

	Sumber Data
	· Database Ormas dari Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota
· Laporan Tahunan Ormas
· Hasil Monitoring & Evaluasi Kesbangpol
· Dokumentasi Kegiatan Ormas (laporan kegiatan, undangan, berita acara, dll.) 

	Frekuensi
	Tahunan (Biasanya dilakukan oleh Kesbangpol setiap akhir tahun anggaran)






5. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Nama Indikator
	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan

	Definisi
	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, serta Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan
adalah ukuran yang menunjukkan persentase realisasi pelaksanaan kebijakan atau program daerah yang mendukung penguatan ketahanan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pencegahan narkotika, serta fasilitasi kerukunan dan perlindungan keberagaman spiritual kepercayaan, terhadap jumlah kebijakan yang direncanakan.

	Rumus Perhitungan
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Keterangan :
· Kebijakan/Program yang Dilaksanakan: program/kegiatan yang sudah terealisasi, minimal 80% output tercapai dan didukung bukti fisik (laporan, dokumentasi, berita acara).
· Kebijakan/Program yang Direncanakan: seluruh program/kegiatan sesuai dokumen perencanaan tahunan (RKPD).
· Output: persentase keterlaksanaan kebijakan terhadap rencana.

	Interpretasi
	Semakin tinggi persentase, semakin baik pelaksanaan kebijakan strategis daerah dalam memperkuat ketahanan masyarakat

	Sumber Data
	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

	Frekuensi
	Tahunan (Biasanya diukur saat laporan kinerja akhir tahun)



6. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas pananganan konflik social
	Nama Indikator
	Persentase konflik sosial yang diselesaikan

	Definisi
	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah kasus konflik sosial yang berhasil diselesaikan secara damai dan tuntas oleh pemerintah daerah (melalui mediasi, fasilitasi, atau penyelesaian hukum), dibandingkan dengan jumlah total konflik sosial yang terjadi dalam satu periode tertentu di wilayah tersebut.

	Rumus Perhitungan
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Keterangan :
· Konflik Sosial yang Diselesaikan: Konflik yang telah melalui proses penyelesaian formal (mediasi, fasilitasi, penyelesaian hukum) dan berakhir damai atau tidak berlanjut.
· Total Konflik Sosial yang Terjadi: Seluruh konflik sosial yang terdeteksi, dilaporkan, dan tercatat secara resmi pada periode tersebut.
· Hasil Akhir: Dalam bentuk persentase

	Interpretasi
	Semakin tinggi angka, semakin efektif upaya deteksi dan resolusi konflik oleh pemerintah

	Sumber Data
	Laporan Kepolisian atau Forkopimda

	Frekuensi
	Tahunan (Biasanya dilaporkan dalam laporan akhir tahun bidang kewaspadaan dini atau ketahanan sosial)



	Nama Indikator
	Persentase konflik yang ditangani melalui pendekatan kolaboratif dan non-kekerasan

	Definisi
	Persentase konflik yang ditangani melalui pendekatan kolaboratif dan non-kekerasan adalah indikator yang mengukur proporsi jumlah kasus konflik sosial, politik, ekonomi, atau antar kelompok yang berhasil diselesaikan dengan metode dialog, mediasi, fasilitasi, dan kerja sama lintas pihak tanpa penggunaan kekuatan koersif atau kekerasan fisik terhadap total kasus konflik yang terjadi atau ditangani dalam suatu periode.

	Rumus Perhitungan
	Persentase konflik kolaboratif :
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓
× 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

	Interpretasi
	· Jika rentang nilai >90% maka dikategorikan sangat baik yang berarti hampir seluruh konflik ditangani secara damai dan inklusif; sistem resolusi konflik berjalan sangat efektif.
· Jika rentang nilai 75% – 89% % maka dikategorikan baik yang berarti mayoritas konflik diselesaikan secara kolaboratif; pendekatan damai sudah menjadi budaya kerja.
· Jika rentang nilai 60% – 74% maka dikategorikan cukup baik yang berarti pendekatan damai mulai diterapkan secara konsisten, namun masih perlu penguatan kelembagaan.
· Jika rentang nilai 40% – 59% maka dikategorikan kurang yang berarti pendekatan non-kekerasan belum menjadi prioritas utama; masih ada dominasi cara koersif.
· Jika nilai < 40% maka dikategorikan sangat kurang yang berarti sebagian besar konflik ditangani tanpa pendekatan damai; rawan instabilitas dan konflik berkepanjangan.

	Sumber Data
	· Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

	Frekuensi
	Satu kali dalam setahun


7. 
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